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ABSTRAK

Hemy Dwi Pratiwi, EVALUASI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH
KABUPATEN. . SUMBAWA  BESAR. MENGGUNAKAN' KERANGKA - KERJA . SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Dosen Pembimbing:: Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra; S.Kom., M:Kom:, dan
Admaja Dwi Herlambang-, S:Pd., M.Pd.

Pemerintah ' Kabupaten 'Sumbawa, ‘sebagai 'bagian ' dari-instansi’' pemerintah
Indonesia mulai:-melaksanakan perbaikan terhadap kinerja pemerintahannya sejalan
dengan program ‘reformansi: birokrasi-pemerintah; yaitu:menata ‘ulang; merubah,
memperbaiki-dan menyempurnakan birokrasi-agar-menjadi lebih efisien, efektif, dan
produktif.  Namun, .pada.. hasil penilaian. Sistem . Akuntabilitas -Kinerja . Instansi
Pemerintah (SAKIP), selama 2 tahun (2017-2018) berturut-turut Kabupaten Sumbawa
meraih predikat “CC” di Provinsi Nusa Tenggara Barat. konsep E-government adalah
menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara lembaga
pemerintah dan ‘masyarakat (Government to Citizen), lembaga pemerintah’ dan
pemerintah’ ‘bisnis  (Government- to Business Enterprises) dan hubungan-antar
lembaga’ pemerintah (Government to Government). Maka' dari itu-pemanfaatan
penerapan ezgovernment 'juga ' diharapkan_dapat' memperbaiki-produktifitas, dan
efensiensi birokrasii serta meningkatkan/pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ' ini'‘bertujuan’ untuk menilai’ ‘penerapan’ e-government-menggunakan
kerangka'kerja SPBE pada-dimensi-layanan SPBE di'Kabupaten Sumbawa.-Metodologi
penelitian: 'yang: digunakan adalah kualitatif, deskriptif rdengan | pengumpulan  data
menggunakan, wawancara, dan. observasi. -Berdasarkan .hasil .analisis, :penerapan. e-
government pada.dimensi layanan SPBE-di Kabupaten Sumbawa berada-pada predikat
“baik” dengan nilai rata-rata 2,80 pada setiap indikator. Dari hasil penglitian tersebut
kemudian disusun rekomendasi‘perbaikan untuk penerapan e-government berdasarkan
pada’ setiap’ indikator ‘dalam 'layanan SPBE ‘untuk'mencapai- predikat-“memuaskan”
berdasarkankerangka kerja SPBE.

Kata'kunci: e-government, SPBE, Pemerintah Kabupaten Sumbawa
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ABSTRACT

Hemy Dwi Pratiwi, EVALUATION OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN THE
SUMBAWA  BESAR -GOVERNMENT USING  ELECTRONIC. . GOVERNMENT. SYSTEM
(SPBE) FRAMEWORK

Supervisor i Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, S.Kom., M.Kom., dan' Admaja Dwi
Herlambang, S:Pd.,-M.Pd.

The Sumbawa Regency Government, as part of the'Indonesian' government
agency, has begunto carry out improvementstothe performance of its government
in line with the:government's bureaucratic ;reform program, which is to:reorganize,
change, improve and perfect the bureaucracy to become more efficient; effective and
productive. However, on the results of the Government. Institution: Performance
Accountability Assessment System (SAKIP), for 2 years (2017-2018), Sumbawa
Regency get the "CC" title in West Nusa Tenggara Province. E-government concept is
to create friendly, convenient, transparent and inexpensive interactions between
government -and ‘community “institutions (Government to Citizen), government
agencies and business government (Government to ‘Business Enterprises) and
relationships~ 'between ' ‘government “agencies" (Government ' -to “Government).
Therefore 'the use of ‘ergovernment application’is’ also expected to improve the
productivity and efficiency of the bureaucracy-andiincrease economic growth:

This'study‘aims’ to ‘assess-the application 'of e-government using the SPBE
framework'/on ‘the ‘SPBE 'service-dimension “in ‘'Sumbawa ‘Regency. The'research
methodology: used:is descriptive-qualitative ‘data collection’ using: interviews; and
observation:Based;on the results.of the’analysis, the applicationof-eigovernment in
the SPBE service dimension in:Sumbawa'Regency.is-in the category.of "good' with-.an
average; value of 2.80 on each indicator.:From the results of the study,
recommendations for.-improving the .implementation of e-government are then
based on each indicator in the SPBE service to achieve the "satisfactory" rating based
on the SPBE framework.

Keywords:.-e-government, SPBE, Sumbawa Regency Government
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BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang

Pemerintah Kabupaten 'Sumbawa “yang merupakan ‘salah “satu 'instansi
pemerintah “Indonesia’ memulai’ proses  -untuk ‘memperbaiki- kinerja " instansi
pemerintahanya. Sesuai ‘dengan ‘program.reformansi’ birokrasi pemerintah; yaitu
menata ulang; ‘merubah, memperbaiki [dan) melakukan ' penyempurnaan’ birokrasi
dengan tujuan menjadi lebih baik. Pemerintah Kabupaten -Sumbawa sendiri pada
hasil penilaian-Sistem:-Akuntabilitas Kinerja-Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 2
tahun (2017-2018). Kabupaten, .Sumbawa. meraih. predikat. “CC”. di;Provinsi. Nusa
Tenggara Barat. SAKIP merupakan salah-satu indikator,penilaian kinerja SPBE. daerah.
Pada setiap tahun Menpan RB selalu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap
implementasi  SAKIP. “SAKIP- sendiri _adalah™ aktivitas analisis yang sistematis,
pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan’permasalahan, serta pemberian
solusi atas ‘masalah-yang ditemukan untuk tujuan peningkatan-akuntabilitas’ dan
kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Melalui SAKIP, Menpan RB mampu melihat konsistensi pemerintah daerah dalam
integrasi sistem perencanaan, penggaran, dan-sistem pelaporan Kinerja yang selaras
dengan- sistem- akuntabilitas ‘keuangan~sebagaimana ' tertuang-'dalam" Peraturan
Presiden’ 'No. 129 ‘tahun -2014." Hasil "ini _menunjukan 'bahwa kinerja Organisasi
Perangkat Daerah(OPD) di' Kabupaten-Sumbawa belum berjalan: maksimal karena
koordinasi antara elemen pemerintah yang kurangbaik dan ketidak sesuaian agenda
dinas, daerah. dengan :Rencana, Pembangunan:Jangka Menengah Daerah. (RPJMD)
yang ;sudah, disusun. serta. penataan anggaran.kegiatan pemerintahan_yang. tidak
detail. , Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa.untuk: segera
memperbaiki proses kinerja pemerintahannya, dengan .cara memperbaiki' proses
penerapan e-government pada setiap Struktur Organisasi Perangkat daerah (SOPD)
di-Kabupaten Sumbawa. Hal'ini'diharapkan bisa-membantu proses kegiatan'instansi
pemerintahan'agar lebih maksimal secara menyeluruh.

E-government itu sendiri- adalah suatu implementasi dari serangkaian' proses
bisnis ‘dalam ' pemanfaatan ' teknologi “informasi’ dan  komunikasi* (TIK) “untuk
memungkinkan kelancaran pelaksanaan sektor pemerintah yang efisien‘dan murah,
dengan. meningkatkan pelayanan’ masyarakat ‘dengan 'cara ‘menyediakan sarana
publik sehingga: 'seluruh Japisan ‘masyarakat-mudah _mendapatkan ‘informasi dan
menciptakan pemerintahan (Caldow, disitasi Indarajit, 2006).

Pemanfaatan -“penerapan< ie-government ‘'‘diharapkan ' dapat " memperbaiki
produktifitas dan efensiensi'birokrasi pemerintah serta meningkatkan pertumbuhan
ekonomi: Konsep e-government itu sendiri adalah menciptakaninteraksiyang ramah,
nyaman,transparan dan: murah: antaralembaga pemerintah:dan-masyarakat

1
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(Government to Citizen), lembaga pemerintah dan‘pemerintah bisnis (Government
to- Business Enterprises) ‘dan ‘hubungan-antar lembaga pemerintah (Inter Agency
Relationship).

Penyelenggaraan e-government merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah
daerahyang sesuai dengan' perubahan kehidupan berbangsa dan‘bernegara dimana
selain ‘adanya’ perubahan 'sistem kepemerintahan’ yang “otoriter-dan~sentralistik
menjadi 'sistem:'kepemerintahan yang “demokratis, .yang-dimana “juga’'telah di
terapkannya: pada “otonomi ~daerah.< Pengimplementasian = e-government : 'yang
dilakukampemerintah sudah/dimulai sejak:dikeluarkan instruksi berdasarkan INPRES
(Intruksi Presiden)-No.3-Tahun, 2003, Mentri Komunikasi:dan Informasi mendarong
pemanfaatan. teknologi.informasi untuk.instansi jpemerintah; pusat. dan: .instasi
pemerintah daerah.

Pengembangan: - e-government adalah: salah/ satu. upaya:-yang dilakukan
pemerintah dalam-menciptakan pemerintahan yang terbuka untuk-memaksimalkan
penggunaan _teknologi-informasi. Penyelenggaraan. e-government dimulai dengan
keluarnya  Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001, tentang pengembangan  dan
penggunaan teknologi_komunikasi, media, dan informatika yang menginstruksikan
seluruh-instansi pemerintahan harus menggunakan-teknologi informasi untuk setiap
kegiatan pemerintahanya.

Rencana mengenai reformasi birokrasi dirancang oleh pemerintah ‘dengan
mengeluarkan peraturan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MenpanRB) No.11 tahun 2010. Yang menyebutkan mengenai persyaratan
dan ‘ukuran “keberhasilan “'dari’ Reformasi‘ Birokrasi,” 'yang' ‘mana ‘indikator ’dari
kesuksesan' reformasi - birokrasi ~adalah” terciptanya. e-government: pada ‘setiap
lembaga pemerintahan pusat dan daerah, dengan tujuan menciptakan pemerintahan
yang  transparan, -akuntabel; :-dan prosesyang distandarisasii‘oleh“penyelengara
pemerintah.

Untuk mendukung hal tersebut, melalui‘Perpres 95/ Tahun:-2018 tentang Sistem
Pemerintahan:Berbasis: Elektronik:yang ditandatanganiroleh Presiden Joko Widodo
pada tanggal 12, Oktober: 2018 Sistem’ ;Pemerintahan » Berbasis Elektronik: (SPBE)
dibentuk. SPBE sendiri merupakan. suatu kerangka kerja yang memiliki tujuan-untuk
menciptakan_ proses kerja  yang efisien _dan. efektif. dalam . lingkup. instansi
pemerintahan pusat dan daerah. Untuk memaksimalkan penerapan SPBE pada
instansi pemerintah pusat atau-daerah, perlu dilakukan suatu proses evaluasi dari
penerapan SPBE tersebut.

Penerapan_e-government dan SPBE.pada lembaga pemerintahan-di Kabupaten
Sumbawa .diperlukan .untuk -mengetahui sejauh mana tingkatan dari penerapan
teknologi informasi  dan komunikasi yang telah “dilakukan. Pada penelitian ini,
penilaian dilakukan pada Dinas Komunikasi-dan Informatika (DisKkominfo) Kabupaten
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sector dalam-penerapan teknologiinformasi-Kabupaten Sumbawa:

Maka dari itu, penilaian dalam penelitian kali ini dilakukan -menggunakan
kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tepatnya pada 7
indikator yang ‘berada’ dalam aspek 6 ‘mengenai layanan administrasi berbasis
elektronik ' di- domain -3 ‘tentang layanan SPBE yang  diatur -dan diorganisir ‘oleh
Kementerian“Pendayagunaan “Aparatur.‘Negara‘dan ‘Reformasi Birokrasi'Republik
Indonesia: (KEMENPAN: RB). Domain 3 ‘dipilih sebagai domain penelitian karena
memiliki bobot presentase penilaian yang lebih besar dibanding dengan domain dan
aspek lainnya, penelitian-ini juga berfokus padaiLayanan-Administrasi’;Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang sejalan dengan tindakan pemerintah.kabupaten sumbawa
dalam hasil evaluasi SAKIP pada pemerintahan Kabupaten Sumbawa.-Untuk domain
1 mengenai Kebijakan, Internal SPBE, dan domain 2 mengenai tatakelola SPBE
diperlukan pengukuran atau penilaian dengan” Tingkat Kematangan Kapabilitas
Proses dimana hal‘tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
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Pada umumnya,-untuk mengevaluasi.penerapan dari-suatu-kerangka-kerja dapat
digunakan beberapa-metode seperti PeGl.atau.cobit, namun.kedua metode tersebut
memiliki_indikator penilaian yang kurang relevan dibandingkan dengan metode
evaluasi. SPBE sendiri, maka dari itu kerangka kerja“ini dipilih karena kerangka kerja
SPBE adalah  sekumpulan "proses penilaian dari proses kegiatan SPBE pada
Pemerintah’ Pusat“dan-Pemerintah Daerah yang nantinya akan“menunjukan data
mengenai nilai yang dapat direpresentasikan-sebagai nilai' maturity level atau tingkat
kematangan “dari' proses -pelaksanaan SPBE di Pemerintah-Pusat “dan Pemerintah
Daerah. Tujuandari pembentukan'SPBE sendiri;adalah untukmengetahuijpencapaian
pelaksanaan SPBE pada. Instansi Pusat dan-Pemerintahan Daerah:serta memberikan
saran perbaikan untuk -meningkatkan kualitas -pelaksanaan SPBE dan,menjamin
kualitas pelaksanaan.SPBE pada Instansi:Pusat dan Pemerintah Daerah:
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1.2 Rumusan masalah

1. ,Bagaimana hasil penilaian penerapan-e-government. menggunakan .kerangka
kerja SPBE pada aspek layanan SPBE di Kabupaten Sumbawa?

2. Bagaimana hasil penilaian penerapan: e-government menggunakan kerangka
kerja. SPBE ‘pada- setiap -indikator -pada. layanan -administrasi -‘pemerintahan
berbasis elektronik di Kabupaten:Sumbawa?

3./Bagaimanal rekomendasii' perbaikan) wuntuk setiap '\ penilaian ‘penerapan: e-
government dalam SPBE di Kominfo Kabupaten Sumbawa?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui hasil,penilaian penerapan e-government menggunakan kerangka
kerja SPBE pada dimensi Layanan SPBE di Kabupaten Sumbawa.

2. Mengetahui hasil: penilaian penerapan.e-government.menggunakan.kerangka
kerja SPBE. .pada-layanan_administrasi pemerintahan berbasis- elektronik. di
Kabupaten.Sumbawa.

3., Mengetahui hasil: penilaian penerapan-e-government. menggunakan:kerangka
kerja. SPBE;.pada-setiap indikator pada. :layanan.administrasi jpemerintahan
berbasis elekrtonik di Kabupaten . Sumbawa.

4. :Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan penilaian. yang telah dilakukan
berdasarkan kerangka kerja SPBE.

1.4 Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat memberikan hasil
penilaian ‘dan analisa yang telah" dilakukan dalam proses evaluasi penerapan e-
government pada instansi Pemerintah’ Kabupaten'Sumbawa. Hasi dari '‘penelitian‘ ini
diharapkan'dapat menjadipertimbangan‘dalam melakukan.pengembangan mengenai
pengimplementasian e-government di Pemerintah/Kabupaten Sumbawa:

1.5 Batasan masalah

1. Penerapan;e-government di lingkungan. Kabupaten Sumbawa Besar yang. di
koordinasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa.

2. Penilaian -, menggunakan . kerangka kerjaSistem Pemerintahan . Berbasis
Elektronik (SPBE):pada: Domain Layanan SPBE dii Aspek Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis Elektronik:

3. /Teknik ~pengumpulan  data: yang- digunakan' dalam penelitian- adalah studi
literatur, kuisioner, wawancara dan-observasi.
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4. Hasil penilaian berupa rekomendasi akademis yang penerapannya diserahkan
kembali ke 'Dinas- Kominfo Kabupaten'Sumbawa.

1.6 Sistematika pembahasan

Penelitian; ini ~dilakukan  dengan 6:(enam) bab. Enam: bab:tersebut meliputi
pendahuluan, landasan kepustakaan, imetodologi; hasil dan-analisis,. pembahasan
dan kesimpulan.

BAB 1 PENDAHULUAN

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Berisi  latar ‘belakang, tujuan, rumusan- masalah; batasan ‘masalah ‘'dan
manfaat' “penelitian’' ‘mengenai Evaluasi-' Penerapan “e-government ' di
Pemerintah = Kabupaten/' Sumbawa® dengan '/ kerangka: 'kerja ' Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN

A
‘:?!

Berisi tinjauan pustaka dari buku, jurnal, artikel, website, peraturan, dan
penelitian sebelumnya yang dapat menjadiacuan dalam penelitianini.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
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Berisi langkah langkah pengerjaan penelitian, metode:pengumpulandata dan
metode analisis data.

BAB 4 HASIL DAN ANALISIS

Memaparkan hasil "dan "analisis yang didapatkan dari ‘evaluasi yang telah
dilakukan-terhadap- Dinas “Kominfo-“Kabupaten Sumbawa' 'menggunakan
kerangka kerja Sistem Pemerintahan‘Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB 5 PEMBAHASAN
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Berisi . penyusunan- rekomendasi —perbaikan . penerapan. :..e-government
berdasarkan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

BAB 6 KESIMPULAN

2
£

Berisi ‘rangkuman' keselurtuhan penelitian’ dari' awal 'sampai 'akhir, beserta saran
untuk/pengembangan penelitian kedepan.
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BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN
2.1 KajianPustaka

Dalam 'Kajian® Pustaka, 'akan disampaikan penelitian-penelitian ' terdahulu
mengenai implementasi dari e.government. Dimana hal tersebut merupakan inti dari
penelitian kali' ini."Melakukan Kajian Pustaka sendiri dapat menciptakan pemikiran
yang/ lebih'sistematis 'yang nantinya dapat digunakan’sebagai-tolak’ ukur dalam
melakukan penelitian.

2.1.1 EVALUASI PENERAPAN 'E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KOTA “BATU
MENGGUNAKAN 'KERANGKA KERJA'=“PEMERINGKATAN ' E-GOVERNMENT
INDONESIA (PEGI).

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

.‘3.

. Judul Penulis Metode Hasil/kesimpulan
}‘j Evaluasi Rido Kualitatif - | Rido Fadlurrahman
}; Penerapan E- | Fadlurrahman | Deskriptif - | melakukan evaluasi terhadap
;§ Government di penerapan e-government di
;§ Pemerintah Lingkungan pemerintah kota
and Kota batu'menggunakan kerangka
Batu kerja PEGI. Beliau melakukan
S Menggunakan Penelitian tersebut
< Kerangka. Kerja Dikarenakan«pada; 2 tahun
2 s_— Pemeringkatan sebelumnya (201.6-2017)
E ; E-Government Kota. . Batu_ rmendapatkan
£ " Indonesia peringkat terakhir dari total
= o (PEGI). 38 kota diprovinsi jawa timur.
% o Dari hasil
2 penelitian 3 SOPD
N pemerintah Kota batu ‘dinas
Kominfo, bapelitbangda,
dan dinas Pertanian
S8 didapatkan hasil baik,
;2 kurang, dan.kurang. Dari Sini
13 ridho sendiri dapat membuat
l% rekomendasi untuk
;;8' Peningkatan penerapan - e-
| %] government di kota batu.
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KABUPATEN SEMARANG.

2.1.2 TATAKELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT DI

Judul Penulis

Metode

Hasil/kesimpulan

Tatakelola Firman
Pemerintahan |»Bimasakti
Berbasis
Electronic
Government
di' Kabipaten
Semarang.

Kualitatif
Deskriptif

Firman.Bimasaktimelakukan
Penelitian terhadap.tatakelola
Pemerintahan yang berbasis
electoric .. government © di
Kabupaten Semarang
dikarenakan Instruksi
Presiden Republik Indonesia
Nomor =725 Tahun/! 1999
mengenai Tingkat
akuntabilitas dari instansi
pemerintah-, yang - bertujuan
untuk mencapai Good
Governance _ di__Indonesia.
Fokus penelitian beliau
Adalah tata kelola
pemerintahan yang ‘berbasis
elektronik ‘‘government, 'dan
didapati ‘hasil-bahwa'dari'tata
kelolackedua=dinas  Tersebut
belum-bisa terlaksana secara
optimal.
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2.1.3 EVALUASI

TINGKAT - KESIAPAN '~ PEMERINTAH KOTA" BATU DALAM

MENERAPKAN' PEMERINTAHAN ‘BERBASIS' ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT)
DENGAN MENGGUNAKAN ICT READINESS

Judul Penulis Metode Hasil/kesimpulan
Evaluasi Ratna; Dwi Kualitatif Ratna....Dwl . Anjani,: .. DKk,
tingkat Anjani, Deskriptif ~| melakukan Penelitian
kesiapan Supraptoe, dan mengenai. tingkat kesiapan
pemerintah Atmaja Dwi pemerintah™ kota batu dalam
kota batu Herlambang menerapkan = pemerintahan
ANV berbasis elektronik (E-
menerapkan Government). menggunak.an
pemetintahan ICT Readiness. W Bellf'au.
berbasis melakukan.  penelitian ~ ini
elektronik (E- karena. pada tahun- 2018
Government) Pemerintah~*Kota “‘Batu~'akan

membuat 'ICT Road ‘Map. hal
denean tersebut disusun untuk
menggunakan pengembangan TIK pada
e T . Pemerintah.. .. Kota Batu
REGRINCST periode 2018-2022. Hasil dari
ICT Road Map dapat dijadikan
acuan dalam _perencanaan
implementasi TIK di
Pemerintah~ Kota “Batu: Dari
pembahasan ™ diatas’' ‘dapat
disimpulkan bahwa
penerapan e-: government di
Pemerintahan 1:Kotaii- Batu
masih memiliki kendala yang
perlu dilakukan evaluasi.
8
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2.2 E-Government

2.2.1 Definisi E-Government

e-governtment merupakan konsep yang pertama kali munculpadatahun 1993 di
amerika. Sejalan'dengan berkembangannya konsep governance dan perkembangan
TIK berkembang pula-konsep: e-Governance; | seiring [denganitu: pula: konsep; e-
government .dane-governance. menjadi:tumpang: tindih. .e-Governance ;seringkali
didefinisikan sangat sederhana yaitu bagaimana:pemerintah-menggunakan TIK untuk
meningkatkan efisien terutama pada pelayanan publik. Mulai dari saatitu, penerapan
e-government selalu menjadi tujuan pemerintahan baik oleh negara berkembang
maupun negara maju. Penggunaan e-government yang memanfaatkan teknologi
informasi dan internet

untuk melakukan. pelayanan publik, bisnis, dan.pemerintahan dilakukan selama 24
jam dalam.7 hari.penuh (Alhomod dkk, 2012).

Menurut Bruno,Lanvin, dalam bukuyangdia tulis. dengan judul The E-government
Handbook for Developing. Country, e-government diartikan sebagai perkembangan
dalam penggunaan teknologi.informasi-yang dapat memperbaiki kinerja pemerintah
menjadi. lebih baik. Hal itu ditunjukan dengan- semakin mudahnya informasi
mengenai pemerintahan diakses melalui‘teknologi informasi, lebih efektif dalam
membuat peraturan, “dan' lebih “bertanggung - jawab’ 'dalam” menjalankan “fungsi
pemerintahanya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 yang berisi tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional dalam Pengembangan e-government, upaya penyelenggaraan
pemerintah ‘untuk pemanfaatan-e-governmenti harus ‘dalam “lingkup pelayanan
publik yang efektif-dan-efisien.-Aktivitas-dalam pemanfaatan e-government tersebut
harus mencakup 2 aktivitas'yaitu ‘pengolahan; pengelolaan; dan manajemen jproses
kerja; dan kedua adalah:peningkatan teknologi informasiwuntuk:pelayanan publik
yang dapat.diakses-dengan mudah.dan murah-disemua wilayah. pemerintahan:

Dari''beberapa- pengertian -'mengenai' - e-government' “diatas, " 'bisa’ ‘ditarik
kesimpulan,/bahwa ‘untuk 'mendukung: penerapan/ dari teknologi: informasi: yang
efektif dan efisien diperlukan implementasi e-government yang baik pula.;Penerapan
dari-e-government, ini-dapat ditingkatkan-transparansi pemerintahan- serta-dapat
memberdayakan: masyarakat.dalam proses pengambilan keputusan sehingga proses
pemerintahan dapat berjalan dengan adil dan demokratis. (Hernikawati, 2013).
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2.2.2 Model E-Government

E-government dapat meningkatkan.ikatan-antara pemerintah dengan,pihak yang
memiliki . keterikatan, dengannya. Pemanfaatan | teknologi; informasi .dapat
mengembangkan. bentuk hubungan baru dalam “e-government seperti (Sutabri,
2012):

2.2.2.1 G2C (Government to Citizen)

Bentuk G2C adalah salahisatu dari:bentuk hubungan layanan yang tercipta
karena 'adanya: penerapan/ e-government. ~G2C atau 'yang ' dimaksud  dengan
Government.-to. Citizen ;adalah  suatu bentuk pelayanan. dari.;pemerintah: berupa
informasi.dan pelayanan.publik yang dilakukan: dengan baik dan benar.. Pelayanan
pemerintah dalam_ hal, ini juga’ memberikan izin_akses. kepada masyarakat akan
informasi yang ingin mereka dapatkan dengan sistem portal online. Portal online ini
juga-dapat berfungsi untuk pemberian perizinan-‘dan juga sertifikat serta dapat
dijadikan ‘'salah“satu’ sarana ‘pemerintah” dalam -meminta’ pendapat publik ‘hingga
pemungutan-suara-elektronik atau e-vote:

2.2.2.2 G2B (Government to Business)

G2B atau.Government to Business merupakan salah satu hubunganyang timbul
dari” penerapan . e-government pada- instansi_pemerintahan. Hubungan ini
memberikan layanan yang dapat digambarkan seperti one-stop single-window
service, dimana layanan yang berada dalam “hubungan ini meliputi urusan
administrasi, informasi-mengenai industri, dan’layanan‘transaksi elektronik.

2.2.2.3 G2G (Government to Government)

G2G! atau. Government ;to-Government-merupak! salah-satu-hubungan yang
terjadi: ketika e-government. .diimplementasikan . pada,:instansi. pemerintahan,
Government to Government sendiri memiliki tujuan untuk- membangun kesetaraan
antar instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah, kesetaraan yang
dimaksud dapat dicapai dengan adanya sistem pelaporan yang saling terhubung
antara instansi pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan akurasi
dalam pertukaran informasi, dan' sumber-daya:

2.2.3 Kebijakan E-Government Nasional

Kebijakan:pada:implementasi-e-government secara nasional sudahrada mulai
dari- tahun. 2003+ dimana, saat, .itu Presiden -Republik -Indonesia. -mengeluarkan
Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan;dan strategi nasional dalam
pengembangan .. e-government,  sudah _ dijelaskan - sebelumnya bahwa
pengimplementasian e-government bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan
teknologi informasi dan informatika yang ada sehingga proses pemerintahan dan
kinerja kepegawaian'dapat berjalan jauhlebih efisien dan efektif.

10
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Penerapan “e-government pada setiap instansi pemerintahan juga dapat
membuat suatu'data sentral yangterpadu dimana data tersebut akan‘menunjang
peran dari pemerintah-daerah-dalam meningkatkan sumber daya dan informasi
yang dimiliki-Hal tersebut dapat berpengaruh-besar dalam kesetaraan daya saing
instani pemerintah; pusat-dan daerah. Hal tersebut juga;mendukung kemudahan
dalam penyebaran-informasiyang.dapat.diakses,oleh masyarakat-lebih-cepat-dan
lebih mudabh.

2.3 Sistem Pemerintahan Berbasis‘Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu kerangka
kerja yang memiliki tujuan untuk ‘menciptakan proses kerja yang efisien dan ‘efektif
dalam lingkupinstansi-pemerintahan pusat dan'daerah. Agar pelaksanaan kerangka
kerja’ SPBE dapat selalu 'berjalan maksimal, ‘dibutuhkan ‘proses ‘evaluasi' yang
dilakukan'secara berkala: Proses evaluasi pada'kerangka kerja: SPBE ini:merupakan
suatu rangkaian; proses: penilaian;terhadap setiaprbidang pelaksanaan SPBE baik di
instansi pemerintah-pusat.dan-daerah yang nantinya akan digambarkan dalam tabel
tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan kerangka.kerja SPBE tersebut.

Untuk menjamin proses dari-evaluasi kerangka kerja SPBE 'selalu memberikan
hasil yang dapat digunakan untuk meningkatkan-kualitas-implementasi kerangka
kerja SPBE; disusun.pedoman atau-pengarahan.mengenai pelaksanaanevaluasi SPBE.
Pedoman evaluasi.ini disusun untuk mengatur 3 alur dasar ,dalam evaluasi.kerangka
kerja SPBE seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam satu kali proses
evaluasi, ruang lingkup yang harus terpenuhi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE,
Layanan SPBE, dan Kebijakan SPBE.

2.3.1 Tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem!'Pemerintahan’'Berbasis Elektronik (SPBE). merupakan: kerangka: kerja
penilaian'yang memiliki:3:tujuam utama: Yaitu:

1. Mengetahui ‘capaian ‘kemajuan pelaksanaan' SPBE ' pada Instansi-Pusat’dan
Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mencapai proses kerja “yang- efisien dan efektif "dalam’ segi
pelayanan- publik, ‘implementasi SPBE- perlu  'dilakukan 'secara ‘berkala “untuk
mengetahu'sejauh mana’kemajuan yang telah dicapai darisetiap proses SPBE yang
sudah’dilakukan:

2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.

Dengan adanya proses evaluasi terhadap. proses SPBE yang dilakukan secara
berkala, dapat dikumpulkan data. mengenai capaian SPBE melalui. proses
wawancara dan observasi. Dari hasil data yang terkumpul-lalu akan dilakuakan
proses analisis ‘untuk ‘mengukur kemajuan dalam ‘proses SPBE ‘dan ‘selanjutnya

11
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2.3.2 Domain Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Dalam.kerangka kerja. Sistem. Pemerintah:Berbasis- Elektronik (SPBE). terdapat
dimensi; e-government; kebijakan internal, Tata. Kelola SPBE, :dan Layanan_ SPBE.
Penjelasan mengenai setiap dimensinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

| REPOSITORY.UB.AC.D |

1. Domain Kebijakan Internal SPBE

DomainKebijakan Internal SPBE merupakai:domain yang‘menjadi landasan-utama
dalam pengembangan dari' implementasi (e-government,hal 'tersebut' didukung
dengan adanya: dukungan dari. pimpinan-di-instansi pemerintah-terkait.: Domain
kebijakan-internal SPBE:sendiri dapat dibedakan menjadi dua. yaitu, kebijakan publik
dan_ kebijakan. _privat -yang :masing-masing. kebijakan memiliki_keterikatan, yang
berbeda. Pada kebijakan publik lebih digolongkan dalam kebijakan yang dibuat oleh
lembaga pemerintah dan bersifat mempengaruhi masyarakat. Sedangkan pada
kebijakan privat lebih merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga instansi
internal'namun-tidak bersifat mengikat (Simatupang, 2003).
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Dalam . SPBE sendiri, Internal adalah seseorang yang memiliki, tugas untuk
memantau proses implementasi dari kebijakan dan prosedur yang sudah ada pada
setiap instansi pemerintahan, dan melakukan penilaian akantingkat implementasian
tersebut'yang nantinya' Internal ‘akan’ membantu linstansi“pemerintahan tersebut
dalam “mencapat <tujuanya’' menggunakan'’ rekomendasi' “dari'<nilai® 'yang “sudah
didapatkan'sebelumnya.

2.-Domain Tata' Kelola SPBE

| REPOSITORY.UB.ACID |

Tata. keola merupakan seperangkat tata hubungan diantara, manajemen
perseroan, direksi, komisaris, dan para pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2004).
Tata’ kelola bisa juga ‘dilihat 'sebagai proses dan’ struktur yang diterapkan “‘dalam
menjalankan-pemerintah; dengan' tujuan utama-meningkatkan ‘nilai-pemerintahan
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dalam jangka pahjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang
lain (I1CG, 2015

Pengertian tata kelola bisa ditemukan dalam berbagai penjelasan. Tetapi pada
dasarnya tata kelola berfokus pada bagaimana cara semua pihak didalam organisasi
termasuk stakeholders untuk ‘memastikan’ manajer dan individu lainnya yang ada
dalam ‘organisasi ‘untuk selalu’ memiliki~alat-ukur’ yang ‘jelas atau “mengadaptasi
mekanisme untuk menjaga ketertarikan dari stakeholder (Waseem, 2011). Selain-itu
tata kelola secara sederhanadilihat sebagai prosedur dan proses yang sesuai dengan
arahan dan kontrol-dari masing-masing pemerintah (QECD, 2004):

Tata- 'keola “merupakan' ' seperangkat - 'tata-“hubungan-'diantara’' manajemen
perseroan, direksi, komisaris, dan para pemangku kepentinganiainnya (OECD,2004).
Tata kelola'pemerintahbisa juga dilihatsebagai proses dan'struktur:yangditerapkan
dalam | menjalankan ‘pemerintah, dengan;-tujuan| jutama- meningkatkan: nilai
pemerintahan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders yang lain (lICG, 2015).

Peraturan ‘Menteri:-Negara - BUMN ' Nomor:' PER—01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada:Badan-Usaha
Milik ,Negara.menekankan, kewajiban :bagi BUMN- untuk. menerapkan. GCG; secara
konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya,
yang pada dasarnya. bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha“ dan
akuntabilitas “pemerintah’ guna mewujudkan. nilai pemerintahan dalam- jangka
panjang dengan tetap memperhatikan ‘kepentingan stakeholders lainnya,  dan
berlandaskan peraturan perundang-undangan 'dan nilai-nilai-etika. ‘Sementara-itu
BPKP'(2015) mendefinisikan tata kelolamelalui 'soft definition-'yang mudah dicerna,
sekalipuni oleh: orang rawam; ' 'yaitu:< “komitmen, ' aturan’ “main, serta ' praktik
penyelenggaraan bisnis'secara;sehat dan:beretika''.

Sekarang-ini tata kelola‘pemerintah yang baik lebih'dikenal sebagai suatu tata
kelola _bank ' yang: menerapkan prinsip-prinsip/ keterbukaan: (transparency),
akuntabilitas=(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi
(independency), - dan/2 kewajaran (fairness). :(Peraturan. . Bank - Indonesia No.
8/4/PBI/2006.tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum).
Hampir ' seluruh . pemerintah . _menggunakan _prinsip ini. sebagai .landasan dalam
mewujudkan praktek tata kelola'yang baik.

Tata kelola-dapat membantu membuat struktur spesifik dari-distribusi-hak dan
juga. tanggung- jawab dari. setiap-orang.yang. berbeda. didalam sebuah, organisasi
(seperti komisaris,. manajer, pemerintahan_dan juga stakeholder) dan. mematuhi
aturan.dan juga prosedur dalam proses pengambilan keputusan.sehingga keputusan
yang dibuat adalah keputusan yang terbaik yang dimiliki ‘oleh masing-masing
pemerintah dan tentunya Kepemilikan ‘yang ‘berbeda  dan terpisah. Hak kekuatan
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yang dimiliki stakeholder secara individual dapat mempengaruhi manajemen. Proses
maksudnya“ ‘adalah~ mekanisme “'dari “hak-hak' tersebut. Adapunpengendalian
merupakan-‘mekanisme yang memungkinkan stakeholder menerima informasi yang
diperlukan seputar kegiatan pemerintah. Praktek dari tata kelola pemerintah' menjadi
sangat| penting-untuk-dilakukan :yang-tentunya memilki efek 'sangat efektif bagi
pemerintah dalam-mengarungi-pasar diindustrinya.Jika mekanisme:initidak berjalan
dengan baik atau bahkan tidak.ada, investor dariluar akan enggan bahkan tidak.ingin
untuk menghabiskan investasinya pada pemerintah tersebut, yang tentunya akan
menggangu keadaan keuangan pemerintah tu sendiri.

Berdasarkan.uraian-di-atas bisa disimpulkan:bahwa good corporate governance
adalah; suatu. sistem. tata kelola pemerintah yang.digunakan.untuk;meningkatkan
kinerja, pemerintah dan _mengikat semua_pihak yang berkepentingan, termasuk
didalamnya manajemen pemerintah dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu.
Tata kelola pemerintah pada dasarnya ‘dibutuhkan tidak hanya untuk internal
pemerintah tetapi juga oleh pihak eksternal. Hal'ini akan berhubungan dengan
bagaimana pihak ekternal ' memperoleh-informasi dan jaminan-terbaik menganai
pemerintah/untuk‘masa yang akan datang.

3. Domain Layanan SPBE

Domain Layanan SPBE merupakan suatu domain yang melakukan-tindakan atau
memberikan pilihan kepada pengguna. SPBE mengenai layanan informasi..sampai
kebutuhan mengenai dokumen-data yang tersedia pada instansi pemerintah ‘yang
terkait.

Sesuai dengan prinsipnya, efektivitas dari pelayanan publik adalah-seluruh usaha
yang' dikeluarkan demi terwujudnya sasaran organisasi, walaupun dengan sumber
daya yang terbatas. Agar bisa menjamin efektivitasnya, perlu diadakan penyerahan
wewenang tarkait tugas dan tanggung jawabyang jelas dan tegas.

Pelaksanaan layanan publik juga harus bisa dilakukan dengan efisien dan efektif
dengan’ memanfaatkan sumberdaya_yang ada ‘sehingga dapat meningkatkan
produktivitas kerja'serta menaikan tingkat kepuasan masyaratakat akan pelayanan
tersebut.
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2.4 Profil Kabupaten Sumbawa

2.4.1 Demografi, Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa“sebagai salah ‘satu daerah ‘dari sepuluh-Kabupaten/kota
yang berada‘di‘wilayah' Propinsi/Nusa Tenggara Barat terletak di-ujung barat Pulau
Sumbawa, ' serta ‘memiliki’ luas ~wilayah 1 6:643,98 Km2. Bila dilihat: dari' segi
topografinya, permukaan: tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa- tidak rata atau
cenderung berbukit-bukit.-dengan ketinggian berkisar antara; 0 hingga 1.730-meter
diatas permukaan air laut, dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas.355.108
ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter..Sementara itu
ketinggian untuk kota-kota kecamatan. di‘Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10
sampai 650 meter diatas permukaan air laut. Ibu kota Kecamatan Batulanteh yaitu
Semongkat merupakan-ibu kota'kecamatanyangtertinggi sedangkan Sumbawa Besar
merupakan ibu kota kecamatan yang terendah.

Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis yang
dipengaruhi oleh ‘musim ‘hujan' dan musim kemarau. Pada tahun 2011 ‘temperatur
maksimum ‘mencapai '36,6°' C-yang terjadi pada 'bulan’'Oktober dan temperature
minimum 32,0° C yang terjadi pada bulan'Januari. Rata-rata kelembaban-udara
tertinggi "selama ‘tahun: 2011~ mencapai: 89% ‘pada ' bulan:Januari 'dan'.terendah
mencapai: 70% pada-bulan Agustus dan-September, serta tekanan;udara-maksimum
1.011,1 mb dan-minimum-1.006,5 mb.

2.4.2 Visi danMisi Kabupaten Sumbawa
Visi Kabupaten Sumbawa adalah:

"Terwujudnya; ~-Masyarakat,. Sumbawa. -Yang - Berdaya. Saing, Mandiri, . .dan
Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong.Royong".

Makna yang terkandung di:dalam pernyataan Visi tersebut, adalah sebagaiberikut:

1.-Berdaya ‘Saing,‘ditandai'dengan adanya ‘'sumberdaya manusia' yang ‘berkualitas,
birokrasi'yang bersih, handal dan profesional serta dukungan-infrastruktur yang
memadai. Berdaya Saing ‘adalah ‘kondisi: yang ‘menjadi- syarat terwujudnya
kedaulatan suatu-bangsa sesuai dengan semangat Tri Sakti yang - menjadi rujukan
utama- penyusunan- visi. dan  misi pembangunan| nasional. Di- dalam, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.2013-2018 telah
disebutkan bahwa masyarakat berdaya saing adalah masyarakat _yang sehat,
cerdas, produktif, —inovatif,” kreatif ‘agar . mampu  bersaing secara - global.
Selanjutnya, visi ‘masyarakat' berdaya 'saing di’ dalam Rencana Pembangunan
Jangka'Menengah'Kabupaten Sumbawa 2011-2016 diartikan'sebagai' Kemampuan
pengelolaan-sumberdaya daerah secara bermutu, ‘ekonomis, efektif dan efisien,
sehinggalebih unggul'dari daerah lainnya! Berdaya saing/juga mengandung makna
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kemampuanuntuk “berprestasi dalam bidang ‘kerja masing- masing, dengan
kualifikasi-atau‘kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan-lebihtinggi
dengan'daerah lain.

."Mandiri, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mampu memenuhi

kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial'dan berkeadilan. Di samping ‘itu, mandiri
juga-diartikan ‘sebagai kondisi*dimana-Pemerintah ' Daerah ‘'mampu-mengelola
potensi''sumberdaya ~'alam/ ‘dan “meningkatkan ' ‘pendapatan ‘daerah- yang
dipergunakanisebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

.“Berkepribadian, ~artinya ' “masyarakat- - Kabupaten' 'Sumbawa - benar-benar

memahami' dan melaksanakan prinsip-hidup (parenti) Tau Samawa- yakni takit ke
nene ''kangilai boat” lenge. ! Prinsiphidup 'ini " /ditandai ' dengan_ terwujudnya
masyarakat yang-religius, patuh kepada hukum' dan penuh'toleransi terhadap
keberagaman.

Sedangkan misi Kabupaten Sumbawa adalah:

1.

Meningkatkan kualitas sumberdaya ‘manusia’ melalui’ peningkatan kualitas
pendidikan’ “dan peningkatan' derajat “kesehatan 'masyarakat.Meningkatkan
kualitas' 'sumberdaya “‘manusia’ melalui’ -peningkatan' kualitas -pendidikan dan
peningkatan‘derajat kesehatan -masyarakat.

Mewujudkan birokrasi’ yang- bersih, handal dan profesional 'sehingga mampu
menjalankan‘pemerintahan‘sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang'baik
(good'govermance).

. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun

sinergi yang kuat dengan PemerintahPusat-dan Pemerintah Provinsi.

. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha

masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan ‘masyarakat, penurunan angka
kemiskinan'dan perluasan lapangan kerja.

Mewujudkan. pengelolaan sumberdaya alam:dan lingkungan hidup.yang
berkelanjutan.

Mewujudkan masyarakat yang religius dan . memelihara toleransi- antar,umat
beragama.

Memeliharadan mengembangkan potensi budaya dan kearifan: lokal.
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2.5 Subyek Penelitian

2.5.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa

Dinas Komunikasi Informatika'Pemerintah Kabupaten'Sumbawa dibentuk oleh
peraturan Gubernur-Nusa Tenggara Barat No.'50. Tahun 2016 mengenai kedudukan,
Organisasi, dan-Tugas serta tata kerja dinas. Dinas'Kominfo:Pemerintah Kabupaten
Sumbawa; memiliki tugas utama-dalam:pengelenggaraan kegiatan -pemerintahan
dalam bidang komunikasi-dan:informatika.

Dalam '/menyelenggarakan:'/ Tugas- Pokok (' sebagaimanal ~dimaksud, ~Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah:Kabupaten 'Sumbawa mempunyai
fungsi :

-UPerumusan’ kebijakan “teknis' Bidang ‘Informasi ‘dan’ Komunikasi Publik, Bidang
Pengelolaan Teknologi'informasi dan‘Komunikasi, BidangPersandian'dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik; dan Bidang Statistik serta Balai Informasi Teknologi
Edukasi:

- CPelaksanaan:kebijakan teknis Bidang Informasi' dan 'Komunikasi Publik, Bidang
Pengelolaan Teknologi‘lnformasi dan.Komunikasi, Bidang-Persandian dan

-““Layanan‘Pengadaan-Secara‘Elektronik, dan’Bidang-Statistik serta Balai'Informasi
Teknologi‘Edukasi.

- Pelaksanaan  Evaluasi dan - Pelaporan Bidang Komunikasi = Publik, - Bidang
Pengelolaan TeknologiInformasi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik,/dan Bidang Statistik serta‘Balai Informasi' Teknologi
Edukasi.

-"“Pelaksanaan'Administrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

-. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan
tugas dan fungsinya.

Struktur; organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa terdiri dari:
1.7 KepalaDinas;

2.-Sekretariat, yang‘-membawahi:

Sub Bagian Program;

Sub-Bagian Keuangan;

Sub'Bagian'Umum!
3.-Bidang Informasi-dan Komunikasi Publik, yang-membawahi:

- ~ Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi;
17
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- 7 Seksi Publikasi;

- . Seksi kelembagaan.

. Bidang Pengelolaan Teknologi/Informasi- dan Komunikasi, yang: membawahi:

-/ Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- - Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Seksi Tata Kelola;Teknologi Informasi dan Komunikasi.

. Bidang Persandiaan dan'LPSE; yang membawahi:

- / Seksi Persandian-dan Keamanan Informasi;

Seksi Layanan Pegadaan Secara Elektronik;

- .Seksi Telekomunikasi dan.Pengendalian.

[ Bidang Statistik; yang'membawahi:

- 7 Seksi Statistik Sosial;
- * Seksi Statistik Ekonomik;
- ,Seksi Statistik, SDA dan Infrastruktur.

LUPTD;

."Kelompok-abatan Fungsional.

18
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Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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BALAI INFORMAS!
TEXNOLOGI EDUKASI

KAS! PELAYANAN DAN

KASUBBAG TATA USAM HASI PENDATAAN DAN JARINGAN KERIA SAMA

Gambar. 2.1 Struktur Organisasi-Dinas Kominfo,Kabupaten Sumbawa
Sumber: Lampiran Perwali Kabupaten:SumbawaNo. 50 Tahun: 2016

2.6 Populasi dan Sampel Penelitian Kualitatif
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Populasi merupakan wilayah generalisasi subyek atau obyek.dengan kualitas dan
karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik
kesimpulannya. Sedangkan sampel, merupakan bagian dari populasi yang ada
(Sugiyono, 2016).

Dalam . penelitian kualitatif, terdapat perbedaan  dalam_memaknai populasi.
Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016), populasi dalam penelitian kualitatif tidak
menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “social situation™ atau situasi sosial
yang terdiri atas tiga elemen, tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity)
yang saling berinteraksi'secara‘sinergis.

| REPOSITORY.UB.ACID |

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif
berawal dari kasus yang ada pada lingkungan sosial tertentu. Hasil dari penelitian
kualitatif tidak akan diberlakukanke populasi, melainkan ditransfer ke tempat lain
pada’ situasi ‘sosial-yang memiliki-kesamaan’situasi sosial'pada ‘kasus 'yang sedang
dipelajari.Sedangkan sampel/dalam penelitian-kualitatif tidak dinamakan-responden,
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tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, guru dalam penelitian.
Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan adalah narasumber.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan
statistik. Sampel yang dipilih-berfungsi untuk mendapatkan informasi maksimum,
bukan ‘untuk tujuan’ generalisasi." Wawancara atau pengisian kuisioner dilakukan
kepada-orang-orang yang''dianggap memahami' keadaan-dan “situasi-di ' lingkup
penelitian tersebut, atau yang biasa disebut purposive.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan Teknik
pengambilan-sumber ‘data ‘dengan pertimbangan pertimbangan ‘tertentu' seperti
narasumber “dianggap- mengetahui lingkungan''subyek' yang ' diteliti' ‘atau~posisi
narasumber “yang-dapat''mempermudah’ ‘peneliti. dalam = menjelajahi’' subyek
penelitian.
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BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian-adalah serangkaian-alur dari prosedur yang dilakukan untuk
menghasilkan suatu penelitian-yang valid danreliable, metode penelitian yang baik
dan benar tidak -hanya terkait dengan metode yang digunakan-dalam pengumpulan
data, namun:juga:‘mencakup-teknik -analisis ‘data yang digunakan:'serta ‘teknik
perumusan masalah yang akan: dilakukan(Brewer, '2000).-Pada penelitian :ini,
digunakan metode -pengumpulan. data kualitatif- yang, nantinya -akan-digunakan
sebagai tbahan.evaluasi,. dari: peneran_egovernmentpada, Pemerintah._Kabupaten
Sumbawa.
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Penelitian kualitataif sendiri merupakan penelitian yang lebih menekankan dalam
strategi 1 inquiry- atau ~penyelidikan dari..suatu -makna, . dan- konsep..dari; -segala
fenomena:yang. ada. Metode .ini_jugarmenekankan, kualitas .dari penggunaan cara
penyajian yang sederhana dan naratif. (Yusuf, 2016).

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

Alur penenelitian yang akan dilakukan-dalam, penelitian. ini dapat: digambarkan
dalam diagram alir seperti. Gambar. 3.1 berikut:

|
|
|
|
|

l 6.2 Penyusunan Saran

Tahap Perencanaan Melakukan Penilaian Melakukan Analisis
>. MULAI —wl 4.1 Melakukan Penelitian | —i-{ 5.1 Triangulasi Data |
IS S | 3.2 Perumusan Masalah | | 4.2 Melakukan Wawancara | I 5.2 Penentuan Penilaian |
2= 1 l l
w < - : :
> 3.3 Penentuan Tujuan 4.3 Melakukan Observasi I 5.3 Gap Analisa |
25 l I I
S0
| 3.4 Studi Literatur | | 4.4 Konfirmasi Data |-— 5.4 Menyusun
L l Rekomendasi
3.5 Penyusunan Lembar
Pennilaian, lembar
wawancara, lembar
i'AQ- observasi Penutup
| v
1 : l | 6.1 Penyusunan Simpulan II
|
; 3.6 Pemilihan Responden I-— l
o
e
v
Q
a
&

Gambar 3.1 Diagram ‘Alir Penelitian
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3.2 Studi Literatur dan Observasi
3.2.1 Analisis Kebutuhan

Analisis ' kebutuhan-merupakan kegiatan mengumpulkan-litaratur yang berkaitan
mengenai e-government untuk ' memper dalam wawasan, seperti-untuk mengetahui
sejauh . _mana: lezgovernment|telah dilimplementasikan diPemerintah:-Kabupaten
Sumbawa, Hukum:-yang: berlaku, -mengenai e-government;-dan: kondisi-penerapan
teknologi- informasi- dalam Pemerintahan -Kabupaten.- Sumbawa. Literatur. yang
dikumpulkan . juga, dapat. . digunakan- sebagai.. bahan. studi ;untuk. . mendalami
pemahaman mengenai kerangka kerja Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3.2.2 Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek yang akan diteliti' dalam penelitianini'adalah' leader sector dari Struktur
OrganisasaiPrangkat Daerah'yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Sumbawa yaitu
Dinas Kominfo.-Objek yang akan' diteliti mencakup evaluasi-pemanfaatan teknologi
informasi-dalam. penerapan;e-government dilingkungan-Dinas Kominfosendiri.

3.3 Pengumpulan Data
3.3.1 Observasi

Observasirmerupakan tahapan untuk melakukan pengamatan:secara'langsung
terhadap penerapan SPBE pada instansi pemerintahan atau daerah. Dalam kegiatan
observasi. ini, -peneliti: mengamati berbagai - hasil . penerapan: SPBE: berdasarkan
indikator pada._ aspek-6_mengenai layanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten
Sumbawa.

3.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan‘tahapan dalam penelitian-ini untuk mengumpulkan data
yang nantinya'akan dijakan bahan pertimbangan dalam'proses pengisian kuisioner
atau penilaian'dalam proses/evaluasi penelitian’ini.\Wawancaral dalam penelitian:ini
dilakukan, secara ~tak-berstruktur. Wawancara, tak | berstruktur: adalah: bentuk
wawancara dimana dimana pedoman wawancarayang digunakan hanyaberupa garis
besar permasalahan.yang.ditanyakan.;Dalam bentuk wawancara.ini peneliti belum
mengetahui data_ seperti apa yang. akan .diperoleh, sehingga -lebih -banyak
mendengarkan narasumber (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, garis besar
pertanyaan didapatkan berdasarkan data penilaian-yang ingin dicapai dari kuisioner
yang nantinya akan diisi.
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3.3.3 Konfirmasi Data

Konfirmasi-.Data. Merupakan -Bagian-. dalam, penelitian- yang. bertujuan -untuk
memastikan data yangdiambil melalui hasil wawancara,dan observasitelah valid dan
benar. Validasi sendiri-dapat dijadikan-acuan dalam penelitian untuk membangun
kepercayaan dan kebenaran penelitian sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan
dapat dipertanggung jawabkan nanti.

3.4 Bobot Domain dan Aspek

Domain dan-aspek memiliki:bobot nilai'yang berbeda: Secara keseluruhan, bobot
dari-domain Layanan SPBE sendiri-memiliki;nilai 55%, sedangkan bobot dari domain
tata kelola , dan demain-kebijakan internal SPBE diberikan nilai lebih keci. Demikian
juga setiap. aspek:yang-ada dalam setiap.domain-memiliki nilai.bobot yang berbeda
berdasarkan tingkat kepentinganya. Bobot dari setiap doman dan aspek dapat dilihat
pada Tabel 3.3. sedangkan nilai"bobot setiap indikator. dapat dihitung berdasarkan
nilai-bobot sebuah aspek dibagi dengan jumlah indikator pada setiap aspek tersebut.

Tabel 3.1 Bobot Domain dan Aspek

Domain dan Aspek Penelitian Jumlah Total Bobot
Indikator

Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE 17 17%
Aspek 1- Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 7 7%
Aspek 2- Kebijakan.Internal Layanan SPBE 10 10%
Domain 2 =Tata Kelola SPBE 7 28%
Aspek3 - Kelembagaan 2 8%
Aspek 4 — Strategi dan,Perencanaan 2 8%
Aspek 5= Teknologi Informasi:dan Komunikasi 3 12%
Domain 3 —Layanan SPBE 11 55%
Aspek 6 — Layanan Administrasi Pemerintahan 7 35%
Berbasis Elektronik

Aspek 7.— Layanan Publik Berbasis Elektronik 4 20%
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3.5 Sistem Penilaian Kerangka Kerja Sistem-Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

Sistem dari penilaian-pelaksanaan SPBE dapat dilakukan dengan struktur yang
terdiri dari:

1. DomainvDomain-adalah’bagian dimana pelaksanaan/SPBErakan dinilai.
2.-Aspek : Aspek adalah bagian didalam‘domain'yang dinilai:

3. Indikator : Indikator adalah sebuah informasi spesifik tentang penerapan SPBE
dari suatu aspek yang dinilai.

Batas penelitian dilakukan pada domain. 3. Domain 3 terdiri dari beberapa aspek,
aspek tersebut memiliki satu atau lebih.indikator. Penggambaran mengenai domain,
aspek, dan indikator dapat dilihat dengan lebih jelas pada tabel 3.5.1.

Tabel 3.2 Tabel Domain, Aspek; dan Indikator SPBE

Domain 3 Layanan SPBE

Aspek 6 Layanan Administrasi’Pemerintahan Berbasis Elektrnonik
Indikator 25 Layanan Naskah Dinas

Indikator 26 Layanan;Manajemen Kepegawaian

Indikator 27 Layanan'Manajemen ‘Perencanaan

Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran

Indikator 29 Layanan;Manajemen Keuangan

Indikator 30 Layanan'Manajemen Kinerja

Dalam 'SPBE terdapat ‘beberapa metode yang dapat digunakan ' untuk
mengumpulkan-data evaluasi ‘dari' instansi'pemerintah pusat atau daerah, metode
tersebut antaralain:

1. wawancara: dalam metode wawancara, evaluator, dapat menanyakan beberapa
pertanyaan atau melakukan klarifikasi kepada respondenterkait penerapan SPBE.

2.-Evaluasi ‘Dokumen:-dalam metode evaluasi ‘dokumen ‘ini, ‘evaluator-melakukan
evaluasiatau ‘penilaian' terhadap jawaban‘atau- penjelasan ~dari-responden
mengenai-penerapan/SPBE.

3. Observasi:‘dalam:metode /observasi, evaluator melakukan-kunjungan ke unit kerja
responden: pada;instansi pemerintah pusat-atau-daerah untuk melakukan validasi
atas jawaban.yang telah diberikan oleh responden.

Untuk ' 'mendapatkan ~kualitas: penilaian -yang  lebih cbaik, evaluator ~dapat
menggunakan satu-atau mengkombinasikan beberapa metode tersebut:
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3.5.1 Indeks Penilaian SPBE

Indeks : penilaian. pada, .SPBE -dihitung- berdasarkan agregat .dari nilai: tingkat
kematangan (maturity-level) pada indikator yang dijadikan bahan penilaian. Nilai
indeks sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1.~ Nilai Indeks,Domain‘merupakan:nilaiyang-merepresentasikan tingkat-kematangan
dari pelaksanaan. suatu.domain SPBE.. Nilai Indeks Domain. adalah, nilai . hasil
perhitungan_antar nilai Indeks Aspek dan bobot relatif setiap aspek terhadap
bobot domainnya.
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.~Nilai Indeks-Aspek merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat -kematangan
(maturity level). pada. suatu aspek-tertentu. Nilai. Indeks Aspek adalah nilai
keseluruhan dari perkalian antara nilai tingkat kematangan setiap-indikator dan
bobot relatif indikator tersebut terhadap bobot dari aspek tertentu.

3. Nilai Indeks-SPBE-adalah nilai. yang:rmerepresentasikan tingkat keseluruhan .dari
pelaksanaan_SPBE. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai hasil. dari perhitungan
terhadap nilai.Indeks Domain dan bobot domain.
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Nilai | Indeks. .+ yang: -merepresentasikan- ~tingkatan- -dari-. . pelaksanaan -, SPBE
dikelompokan menjadi beberapa kategori yang dapat dilihat pada Tabel 3.5.2.

5 Tabel 3.3 Kelompok nilai:dalam SPBE
9 s No. Nilai Keterangan
E ; 1 4,2 dan'5,0 Memuaskan
oc
m § 2 3)5:dan < 4,2 Sangat Baik
Soo 3. 2,6dan<35 Baik

- 4 1,8dan< 2,6 Cukup

L
5 <1,8 Kurang

3.6 Tingkat Kematangan Kapabilitas Pada Kerangka Kerja Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Tingkat kematangan kapabilitas atau tingkat kematangan sendiri pada Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik dibagi” menjadi 2, yaitu tingkat kematangan
kapabilitas proses dan tingkat kematangan kapabilitas fungsi.

| REPOSITORY.UB.ACID |

3.6.1 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat'kematangan kapabilitas proses dalam/SPBE merupakan suatu tingkatan
yang menunjukkan ‘tingkatan dari proses SPBE yang telah dijalankan padasuatu
instansi pemerintahan..Pada proses penilaian-tingkat kematangan dari proses SPBE,
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domain  Kebijakan ‘Internal “dan" Tata Kelola- SPBE memiliki keterkaitan  yang
mempengaruhitingkat kematangan.

Tingkat kematangan tersebut dapat dilihat dalam ukuran karakteristik yang telah

<

>

< | e el 'y
2 = di standarisasi oleh SPBE, karakteristik tersebut dapat dilihat' pada‘tabel 2.
[
g ; Tabel 3.4 Tingkat Kematangan pada-Domain Tata Kelola SPBE dan:Kebijakan
ui < Internal SPBE
S 0e - —
Sm Tingkatan (Level) Karakteristik

1~ Rintisan o Proses- ' Pelaksanaan' tata ' ‘kelola

A
‘:?!

Dilakukan ' tampa terjadwal, “tidak
terorganisir;: r<tidak -ada/ proses
pengawasan, dan-hasil-dari proses
tata kelola, tersebut tidak .dapat di

B

2 prediksi.

};  Kebijakan Internal tidak tersedia
& atau masih dalam bentuk konsep
;g yang belum di jalankan.

2 - Terkelola o - Proses pelaksanaan.tata . kelola
dilakukan. dengan .. dasar-dasar
manajemen yang sudah
didefinisikan dan telah

didokumentasikan,~ “dilaksanakan
sesuai- dengan: ! prosedur''masing-
masing unit-atau organisasi:

<
C
=
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o
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¢’ Kebijakan " Internal” ‘'sudah " ‘legal,
namun’proses-pengaturanya masih
bersifat 'sektoral.

2
£

3 - Terstandarisasi o Proses tata kelola sudah ‘dapat
dilaksanakan 'secara keseluruhan
danterstandarisasi-oleh semua unit
atau organisasi:

¢ Kebijakan internal sudah mengatur
standar ‘'dari’ proses pelaksanaan
tata kelola ‘untuk semua ‘unit dan
organisasi'/‘yang - terkait," namun
belum mengatur keselarasan:antar
setiap proses tata kelola:

| REPOSITORY.UB.ACID |
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Tabel 3.4 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan
Internal SPBE (Lanjutan)

4 —Terintegrasi dan Terukur e Proses tata kelola sudah
dilaksanakan ~.dan _ terintegrasi
dengan proses tata kelola yang-lain
dan’ “sudah' terukur-' “prosesnya
secara kuantitatif.

e Kebijakan internal sudah mengatur
kesinambungan antar proses tata
kelola~ ‘'dan~ proses “~“pengukuran
kinerjanya.

5 - Optimum e Proses. tata kelola. sudah bisa
dilaksanakan dengan kualitas yang
terus meningkat.

o Kebijakan internal sudah mengatur
mengenai _mekanisme  evaluasi
yang berkelanjutan dan perubahan
manajemen.

Pada tingkat rintisan, instansi pemerintah pusat dan daerah. sudah mengetahui
tentang kebutuhan dari proses tata kelola SPBE yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan
proses tata kelola masih bersifat sementara atau sewaktu-waktu berdasarkan
kepentingan yang sesaat, tidak “terorganisir dengan’ baik, tidak" terpantau,’ dan
hasilnya tidak bisadiprediksi. Pimpinan padasetiap instansi yang bersangkutan'harus
mempunyai kesadaran’ sendiri’ untuk ‘melakukan 'proses ‘tata-kelola SPBE, \namun
pelaksana sendiri tidak- mengerti proses-apa yang harus dilakukan. Kebijakan'internal
sendiril yang merupakan-dasar-dari pelaksanaan tata kelola-SPBE-masih;merupakan
konsep yang belum diterapkan.

Pada'tingkatan terkelola, instansi pemerintahan pusat dan daerah:-mélaksanakan
proses tata kelola SPBE hanya:dengan-landasan manajemen seperti perencanaan,
pelaksanaan;. pemantauan,  dan: evaluasi.;;- Namun |:setiap- unit dari instansi
pemerintahan yang- bersangkutan melakukan: proses -tata -kelola SPBE, tersebut
berdasarkan . pemahamanya. . sendiri.» Pimpinan. .instansi ._belum:. memberikan
pengarahan dan belum mengendalikan pelaksanaan proses tata kelola SPBE tersebut.
Kebijakan internal yang merupakan landasan dari proses tata kelola SPBE sudah
dilegalisasi, namun proses pengaturannya masih bersifat sektoral sehingga tidak bisa
membuat pelaksanaan tata kelola'SPBE tersebut menjadi terpadus:

Pada tingkat terstandarisasi, pemerintahan . pusat dan daerah  sudah
melaksanakan proses tata kelola SPBE dengan dasar manajemen. Setiap bagian dari
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organisasi sudah bisa melaksanakan proses tata kelola SPBE dengan cara yang sama.
Pimpinan 'instansi-pemerintahan-yang terkait juga sudah mampu mengendalikan
proses tata’ kelola"'SPBE pada“tiap organisasi:' Kebijakan internal -sudah ‘mengatur
standar pelaksanaan:proses tata kelola SPBE namun belum mengatur keselarasanya
dengan proses SPBE-yanglain.

Pada' tingkat' yang terintegrasi dan ‘terukur, pemerintahan' ‘pusat dan daerah
sudah melaksanakan proses'tata kelola SPBE'secara selaras.dengan'proses'tatakelola
SPBE lain'ya © ing terkait'dan sudah menentukan mekanisme dari proses pengukuran
kinerja dari setiap proses tata: kelola SPBE yang terkait. Kebijakan internal sudah
menjadi landasan -pelaksanaan proses tata kelola SPBE dan-sudah bisa . mengatur
keselarasan antar.setiap proses.tata kelola SPBE.
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Pada tingkat.optimum;instansipemerintahanpusat dan daerah sudah-melakukan
peningkatan~kualitas -dari . proses tata. kelola  SPBE |secara: berkelanjutan; yang
didasarkan. oleh :hasil revaluasi, tiap proses, tata-kelola SPBE -tersebut.-Perubahan
prosestata kelola.yangdiakibatkan oleh-perubahan.lingkungan internal.dan eksternal
sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Resiko dari suatu perubahan proses tata kelola
SPBE sudah dapat diukur kan diantisipasi. Kebijaan'mekanisme dari evaluasi proses
tata kelola SPBE dilakukan'secara berkelanjutan.

| REPOSITORY.UB.AC.D |
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3.6.2 Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi

Tingkat' kematangan ‘kapabilitas fungsi’SPBE 'merupakan-tingkat 'kematangan

<L
>
<
2 o kapabilitas pada domain layanan:SPBE. Karakteristik dari tingkat kematangan SPBE
z ; dapat ditunjukan lebih baik pada Tabel 3.
“>-‘ < Tabel 3.5 Tingkat Kematangan pada’Domain 'Layanan SPBE
S 0e
% o0 Tingkat Kriteria
o - Informasi Layanan, . SPBE . sudah. dilakukan ;dalam. . bentuk: penyebaran

informasi satu arah.

- rinteraksi Layanan:/SPBE-; sudah: rdilakukan | dalam:-bentuk’ pertukaran
informasi dua arah.

<! Transaksi Layanan SPBE dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi dan
layanan.

-~ " Kolaborasi ~'| Layanan 'SPBE' dilakukan' menggunakan‘layanan-SPBE yang lain
yang'sudah terintegrasi.

| REPOSITORY.UB.ACID |

- Optimasi Layanan SPBE sudah dapat beradaptasi terhadap perubahan
kebutuhan-dilingkungan'internalmaupun eksternal.
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Pada tingkat'informasi, instansi pemerintah pusat dan daerah telah-menyediakan
sistem berupa’aplikasi'yang hanya mampu memberikan layanan informasi'satu arah
kepada pengguna-SPBE seperti informasi-mengenai 'struktur-organisasi, ‘informasi
mengenai ketersediaan layanan, dan pembeériancinformasi'mengenai referensi atau
tautan lainnya: Padatahap ini pengguna layanan SPBE tidak bisa melakukan interaksi
kepada sistem aplikasitersebut.

Pada'tingkat interaksi, Instansi‘pemerintah pusat dan daerah telahmenyediakan
sistem yang memiliki fungsi/interaksi, karena:itu, pengguna:SPBE:dapat melakukan
penggunduhan-<informasi-atau:dokumen; serta dapat '/mengunggah informasi:atau
dokumen-, kedalam- sistem .:aplikasi ‘tersebut: - Namun.  aplikasi- tersebut- tidak
memberikan_layanan respon.dari proses interaksi.tersebut. Pengguna;SPBE juga bisa
melakukan pencarian mengenai informasi yang tersedia pada sistem aplikasi.
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Pada tingkat transaksi,instansi pemerintah-pusat.dan-daerah sudah'menyediakan
sistem| berupa.. aplikasi- -yang. mempunyai- fungsi. transaksi; iyaitu: fungsi..yang
memberikan_ layanan rtransaksi seperti_pembayaran ;atau. pertukaran. informasi.
Sistem dari aplikasi ini memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan pembayaran
melalui kanal lain seperti perbankan dan lainnya, selanjutnya sistem aplikasi ini dapat
menerima layanan SPBE. Pengguna SPBE juga bisa mengunggah informasi - atau
dokumen, melakukan-proses ‘persetujuan; atau-mengirimkan ' notifikasi ‘ke “dalam
sistem ‘aplikasi yang-nantinya sistem akan ‘merespon-dengan -memberikan layanan
SPBE.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Pada’ tingkat “'kolaborasi, .instansi “pemerintah -~ pusat “dan~ daerah “sudah
menyediakan-sistem-aplikasi yang-dapat-memberikan layanan SPBE-yang-merupakan
hasil dari kolaborasi-atauintegrasi'dengan layanan SPBE 'lainnya'yang berada:dalam
satu'alur kerja. Kolaborasi yang dimiliki sistem ini dapat dilakukan denganlayanan
SPBE lain'yang berbeda. Sebagai contoh,dayanan SPBE padalayanan kengadaan/dan
layanan keuangan-pada satu:instansi yang sama. Selanjutnya layanan:SPBE:ini juga
bisa.dilakukan kolaborasi secara vertikal.dimana:layanan SPBE dapat dikolaborasikan
secara berjenjang untuk memberikan suatu layanan baru, seperti agregasi data dari
pemerintah pusat ke daerah atau sebaliknya.
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Pada, tingkat: -optimalisasi, . .instansi-. pemerintah |.pusat.- dan. daerah: . sudah
menyediakan. sistem aplikasi..dengan. ability: yang ;dapat.. merespon . terhadap
perubahan lingkungan kerja maupun kebutuhan pengguna SPBE, baik dari lingkup
internal maupun lingkup eksternal. Perubahan yang dimaksud dapat dicontohkan
sebagai perubahan peraturan‘dari suatu layanan SPBE, teknologi yang digunakan,
serta kebutuhan pengguna‘layanan SPBE. Perubahan yang dilakukan ‘oleh ‘sistem
memiliki' dampak' yang-dapat ‘diukur sehingga'dampak tersebut-dapat-diantisipasi
secara maksimal.~'Pengguna/-dari layanan SPBE /ini 'juga mampu: memberikan
tambahan atau:peningkatan darisegi kualitas layanan SPBE tersebut.

| REPOSITORY.UB.ACID |
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3.7 Analisis dan Pengolahan Data

3.7.1 Penilaian Penerapan.E-Government di SOPD Terkait

Penilaian - dilakukan' dengan “menganalisis “data “kualitatif 'yang - didapat ' dari
narasumber = melalui”! ‘kuisioner, 'wawancara'\’ dan''“observasi.’ - 'Kemudian
membandingkan data ' tersebut ‘dengan:: skor penilaian yang ‘terdapat didalam
pedoman: penilaian -kerangka kerja SPBE: (Lampiran A). Proses ‘penilaian mengacu
pada sub-dimensi danikriteria-data yang terdapat-di setiap-dimensi kerangka kerja
SPBE.

3.7.2 Pembuatan Rekomendasi

Pembuatan rekomendasi didasari dengan’ nilai hasil yang telah dianalisis’ dari
proses wawancara dan-pengambilan nilai-dari kuisioner. Proses penilaian‘dan analisis
yang dilakukan-terhadap'Dinas’' Kominfo dilakukan berdasarkan ‘standarisasi’ dari
kerangka kerja SPBE:sendiri. /Rekomendasi yang ‘nantinya 'dihasilkan bertujuan agar
pleayanan e-government di  Pemerintah/ Kabupaten  Sumbawa: dapat; mencapai
kategori penilaian Memuaskan-berdasarkan kerangka kerja SPBE:

3.8 Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan dari hasil penelitian ini didasarkan oleh data dan-analisis
yang sudah melalui tahapan observasi, ‘wawancara, dan kuisioner dimana hal
tersebut akan dibahas lebih mendalam pada BAB 4 dan BAB 5. Putusan nilai yang
diberikan ‘'kepada“'penerapan- e-government 'di ' lingkup’ ‘Pemerintah “Kabupaten
Sumbawa'sudah berdasarkan standar kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) yang nantinya akan disumpulkan/pada BAB 6.
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BAB 4 HASIL DAN ANALISIS

4.1 Penilaian'Domain-Layanan SPBE

Penilaian domain Layanan SPBE bertujuan untuk memberikan'gambaran yang
mudah-dipahami-oleh‘pengguna SPBE' yang disediakan  oleh Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah seperti informasi, interaksi,-transaksi, kolaborasi-dan optimalisasi
di’ Kabupaten: Sumbawa' dengan semakin tinggi tingkat kematangan layanan SPBE.
Penjelasan mengenai hasil dan analisis ini disajikan dalam bentuk:tabel dan:berisi
aspek 6 yang diterapkan.di dalam domainlayanan SPBE, indikator yang menjadi.fokus
penilaian, dan penilaian.tingkat kematangan dan bobot antara 1.sampai 5. dengan
keterangan dari-.nilai-kondisi_tersebut, berdasarkan, pedoman. penilaian: sistem
pemerintahan berbasis elektronik SPBE (Tabel 3. Tingkat Kematangan pada Domain
SPBE).

UNIVERSITAS

*/BRAWIJAYA

4.2 Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik

Hal “yang 'dinilaii dalam''aspek layanan “administrasi ‘pemerintahan’ berbasis
elektronik "adalah-apakah instansi terkait  telah memilikiproses layanan:yang
berkaitan.dengan penéerapan layanna SPBE; bagaimana pelaksanaannya.dan apakah
sudah di dokumentasikan dengan baik.
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4.2.1 Layanan/'Naskah Dinas

Layanan Naskah Dinas merupakan layanan yang memberikan informasi tertulis

<
>
<
V) -
g — sebagai'media komunikasi kedinasan yang sah. Layanan naskah dinas ini dibuat dan
2 ; diterima oleh’ pejabat yang berwenang pada‘lingkup instansi' pemerintah pusat dan
;" < daerah-dalam rangka menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan pembangunan.
g% Dalam ' penilaiannya, layanan -naskah dinas’ ‘dinilai’ berdasarkan tugas-atu fungsi
dasarnyayaitu untuk memberikan-manfaat dalam pengelolaan-naskah dinas.
o Tabel 4.1'Penilaian Indikator Layanan Naskah Dinas
Nilai Kondisi
Aspek 6 Indikator 25
= Skor Keterangan
§ Layanan Layanan 2 Instansi pemerintah  pusat dan daerah sudah
13 Administrasi | Naskah Dinas memiliki system berupa aplikasi ‘naskah dinas
{’é Berbasis elektronik. Sistemini sendiri sudah menyediakan
g Elektronik layanan ‘interaksi “‘yang“dapat “dilakukan seperti
(SPBE) mencari'informasi- yang ‘tersedia, ‘mengunggah
dokumen'/ serta' imengunduh::'dokumen yang
berupa naskah tertulis:
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Daritabel 4.1 didapatkan hasil skor 2 untukindikator 25, haltersebut dikarenakan
dari Layanan-Naskah’'Dinas sudah -memenuhi persyaratan pada skor minimum 0 dan
1'yang- berarti sistem ‘naskah 'dinas ‘elektronik' hanya ‘menyediakan-diseminasi
(penyebaransatu arah) informasi seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat
resmi, namun Layanan-Naskah:Dinas belum memenuhi persyaratan-untuk:mencapat
level ; 3 | yaitu, -sistem naskah. dinas “harus- sudah | menyediakan ‘layanan- yang
memungkinkan.. pengguna. .SPBE - untuk..melakukan ' transaksi, : yaitu. .fungsi. yang
memberikan_ layanan transaksi seperti pembayaran ;atau_pertukaran. informasi.
Sistem dari aplikasi ini memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan pembayaran
melalui kanallain seperti perbankan dan lainnya, selanjutnya sistem aplikasi ini dapat
menerima  layanan SPBE. Pengglina SPBE juga bisa mengunggah informasi ‘atau
dokumen, melakukan-proses ‘persetujuan; ‘atau-mengirimkan ' notifikasi ‘ke “dalam
sistem ‘aplikasi yang-nantinya sistem akan merespon .dengan-memberikan layanan
SPBE.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari tingkat kematangan (Lampiran‘A)
dan wawancara (Lampiran B)yang dilakukan, diketahui' bahwa‘pada tahun 2018,
sudah ‘dikeluarkan'‘Peratuan :Presiden: ‘yang- membahas/ proses “layanan’' kepada
pengguna: SPBE; melalui-Peraturan Presiden: No:"95 ‘tahun 2018 tentang sistem
pemerintah berbasis.elektronik;yang ditetapkan pada 19 Februari 2018 (Lampiran C
surat evaluasi pedoman spbe).. Dokumen. layanan kepada pengguna SPBE ini berisi
layanan:yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah; Daerah. untuk
melakukan pertukaran-Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah
Daerah, koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik,
dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE. Untuk menjalankan
layanan' ‘naskah ‘dinas’' yang “diperlukan, ‘Dinas’ Kominfo' Kabupaten' Sumbawa
menggunakan' aplikasi-SIPAS, dimana aplikasi-tersebut 'sudah-memenuhi‘beberapa
fungsi yang dibutuhkan’(Lampiran-F).

4.2.2 Layanan Manajemen Kepegawaian

Pada, Layanan -Manajemen. Kepegawaian,-hal.yang dijadikan, penilaian adalah
rangkaian - dari_ suatu—proses _yang bertujuan. untuk _menghasilkan. pengelolaan
pegawai yang efektif dan efisien serta-memiliki kualitas dan kesinambungan fungsi
yang' baik. Fungsi utama dari layanan_manajemen  kepegawaian ini _sendiri: adalah
untuk memberikan 'manfaat dalam'proses manajemenkepegawaian'yang baik dalam
instansi-pemerintah-pusat dan‘daerah.
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Tabel 4.2 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Kepegawaian

< Nilai Kondisi
2 Aspek 6 Indikator 26
) — Skor Keterangan
S—
Z»; Layanan Layanan 3 Instansi _pemerintah pusat-dan. daerah sudah
'-;( Administrasi | Manajemen memiliki -~ system aplikasi. . kepegawain yang
Em Berbasis Kepegawaian memiliki “fungsi transaksi.” Fungsi - ini dapat
S| Elektronik dijalankan  ~untuk -~ "‘memenuhi.~ kebutuhan
% (SPBE) pengguna “layanan- 'SPBE-' “seperti - layanan
persetujuan-kenaikan' pangkat-atau persetujuan
dalam:pengajuan/cuti.

Dari tabel ‘4.2 'didapatkan hasil skor 3 untuk-indikator 26 Layanan Manajemen
Kepegawaian, 'hal ‘tersebut ‘dikarenakan-Layanan ' Manajemen’ Kepegawaian-sudah
memenuhi’‘syarat untuk' mendapatkan hasil-minimum-untuk'level ‘0,1, ‘dan 2 yaitu
Sistem _manajemen- kepegawaian harus > memiliki fungsi:/interaksi: yang ~dapat
digunakan 'oleh; pengguna SPBE:: Sistem rini=memungkinkan= penggunanya ~untuk
mencari informasi. yang -tersedia, dan> mengunggah atau-mengunduh. dokumen.
Namun Layanan Manajemen: Kepegawaian juga belum memenuhi.syarat minimum
untuk mendapatkan skor atau level 4 karena Sistem manajemen.-kepegawaian belum
menyediakan layanan kolaborasi, layanan kolaborasi yang dimaksud adalah sistem
aplikasi dari layanan kepegawaian masih terpisah’ atau tidak terintegrasi -dengan
layanan'SPBE‘manapun seperti dengan layanan naskah'dinas ataulainnya.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari tingkat kematangan (Lampiran D)
dan wawancara (Lampiran E) yang dilakukan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa
sudah memiliki sistem aplikasi kepegawain yang memiliki fungsi transaksi. Fungsi'ini
dapat dijalankan ‘untuk “memenuhi kebutuhan-pengguna layanan-SPBE' seperti
layanan- persetujuan kenaikan‘pangkat atau persetujuan dalam pengajuan cuti. Hal
tersebut didukung dengan penggunaan aplikasi SAPK (Sistem Pelayanan /Administrasi
Kepegawaian) yang telah diberlakukan sejak 10'april 2018. SAPK sendiri:-merupakan
sistem linformasi berbasis-komputer yang disusun,sedemikian rupa-untuk pelayanan
kepegawaian. Sampai saat ini SAPK sendiri-melayani proses pelayanan: kepegawaian
antara, lain. penetapan-NIP, pencetakan SK pengangkatan CPNS, pemberian nota
persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan pencetakan SK Kenaikan
Pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak
pensiun’dan untuk pembaruan data mutasilain-lain. Selain‘itu SAPK juga‘terintegrasi
dengan-layanan Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) (Lampiran G).
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4.2.3 Layanan Manajemen Perencanaan

Layanan.Manajemen Perencanaan merupakan layanan yang diharapkan memiliki
fungsi untuk menghasilkan pengolahan perencanaan yang efektif dan efisien. Hal

<
=
<L
o yang akan dinilai dalam aspek Layanan Manajemen Perencanaan sendiri  adalah
5; proses, yang dilakukan untuk mendapatkan hasil ‘tersebut sehingga memberikan
; < manfaat dalam proses pengolahan perencanaan bagi perintah pusat dan daerah.
g % Tabel 4.3 Penilaian Indikator.Layanan. Manajemen Perencanaan
> Nilai Kondisi
o Aspek 6 Indikator 27
Skor Keterangan
Layanan Layanan 3 Instansi, pemerintah: pusat ‘dan. daerah sudah
"S‘ Administrasi. |-Manajemen memiliki-system untuk mendukung-manajemen
@ Berbasis Perencanaan perencanaan,..yang - berfungsi.. dalam proses
H Elektronik layanan__~ transaksi. -.Layanan .ini" _meliputi
E§ (SPBE) pengunduhan dan .pengunggahan- dokumen
}g terkait “perencanaan, dan_ proses - mengenai
e validasinya.

Dari tabel 4.3 didapatkan hasil skor 3 untuk indikator 27 Layanan_Manajemen
Perencanaan, hal tersebut dikarenakan Layanan Manajemen Perencanaan sudah
memenuhi standar minimum untuk skor atau level 0, 1, dan 2 yaitu- Sistem
manajemen ‘perencanaan sudah“memiliki sistem ‘untuk ‘mendukung’ manajemen
perencanaan yang berfungsi dalam proses layanan transaksi.-Layanan ini'meliputi
pengunduhan'dan ‘pengunggahan dokumen:'terkait’ penganggaran; dan' proses
mengenai validasinya. NamunLayanan-Manajemen /Perencanaan belum-memenuhi
standar untuk mendapatkan skor-4 karena;Sistem manajemen perencanaan -belum
memiliki layanan kolaborasi yang memungkinkan layanan. manajemen: perencanaan
berintegrasi, . dengan layanan SPBE -yang . lain, . seperti  layanan, manajemen
penganggaran atau layanan lainya.
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Berdasarkan evaluasi-yang dilakukan, hasil-daritingkat kematangan (Lampiran; H)
dan- wawancara (Lampiran 1) yang dilakukan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa
sudah memiliki_sistem-untuk mendukung manajemen perencanaan yang berfungsi
dalam, proses .ayanan transaksi. Layanan.. ini meliputi .pengunduhan * dan
pengunggahan dokumen terkait penganggaran, dan proses mengenai validasinya. Hal
tersebut didukung dengan ‘adanya sistem ‘informasi-berbasis web ‘dengan“nama
SIMRENDA daerah Sumbawa yang bisa di akses pada
www.simrenda.sumbawakab.go.id. SIMRENDA'" '/ sendiri®*' “merupakan'' Sistem
Managemen:Perencanaan. Daerah yang sudah’digunakani sejak: tahun'2016: di
Kabupaten Sumbawa, dan sampai:saat-ini sudahbanyak perencanaan‘yang berhasil
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di-selesaikan seperti memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan
lokal'pada tahun'2016-2017 (Lampiran J).

4.2.4 Layanan Manajemen Penganggaran

<
S
<L
V) —
S — Layanan :Manajemen:Penganggaran: merupakan layanan <SPBE yang: berfungsi
Z’ ; untuk melakukan pengolahan-data penganggaran-pada,instansi-pemerintah-pusat
< < dan daerah. Penilaian pada Layanan Manajemen penganggaran ini diharapkan dapat
E% menghasilkan _pengolahan data penganggaran yang.  efektif . dan efisien_ serta
=) akuntable sehingga memberikan manfaat yang baik. untuk pemerintah pusat dan
- daerah.
Tabel 4.4 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Penganggaran
Nilai Kondisi
"g‘ Aspek 6 Indikator 28
i 5 Skor Keterangan
=
[_%: Layanan Layanan 3 Instansi:;pemerintah: pusat “dan\ daerah sudah
;5 Administrasi./|-Manajemen memiliki system layanan manajemen
|=] Berbasis Penganggaran penganggaran- yang-: memiliki.. fungsi. layanan
Elektronik transaksi. , Layanan__transaksi . yang .dimaksud
(SPBE) adalah layanan. yang memungkinkan pengguna
SPBE untuk., mengunggah  dan- mengunduh
dokumen- terkait ‘penganggaran, -serta proses
validasi-data-tersebut.

Dari tabel 4.4 didapatkan hasil skor 3 untuk indikator 28 Layanan Manajemen
Penganggaran, hal tersebut disebabkan karena Layanan Manajemen_Penganggaran
telah memenuhi standar'minimum untuk ‘'mendapatkan skor atau'level 0, 1, dan 2
yaitu Sistem-manajemen penganggaran telah memiliki' fungsi ‘layanan ‘transaksi.
Layanan 'transaksi-yang dimaksud adalah layanan yang 'memungkinkan ‘pengguna
SPBE’ untuk’ imengunggah dan-mengunduh.dokumen terkait-penganggaran; serta
proses validasi-data: tersebut.:Namun-Layanan:Manajemen Penganggaran :belum
dapat memenuhi standar. .untuk -mendapatkan: skor |4 karenaSistem Manajemen
Penganggaran belum memiliki layanan:-kolaborasi. Layanan. yang. dimaksud: adalah
layanan yang memungkinkan Layanan Manajemen Penganggaran berkolaborasi atau
berintegrasi dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen perencanaan
atau‘layanan manajemen kepegawaian. Layanan manajemen penganggaran sendiri
juga-belum menyediakan‘layanan-kolaborasisecara'vertikal dengan’layanan instansi
pemerintah’'lain; seperti layanan'pada Kementrian 'Keuangan.
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Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari tingkat kematangan (Lampiran K)
dan wawancara (Lampiran L) yang dilakukan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa
sudah memiliki sistem manajemen pengaggaran yang menyediakan layanan transaksi
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yang'memungkinkan'pengguna SPBE untuk mengunggah atau mengunduh dokumen
penganggaran’ serta’ melakukan ‘serangkain ‘proses validasinya“Hal"ini ‘didukung
dengan-adanya SIMDA Keuangan Kabupaten Sumbawa, SIMDA keuangan-Kabupaten
Sumbawa! ' 'sendiri: “merupakan - Sistem' Informasi . Manajemen: ‘Daerah yang
memungkinkan-penggunanya untuk mengunggah perencanaan-anggaran-padatahun
berikutnya untuk penambahan, unit kerja dan:lain-lain} seperti pengunggahan: data
pembangunan.jembatan .oleh .Dinas Pekerjaan:Umum dan-Penataan: Ruang tahun
2017 yang dapat dilihat_pada halaman SIMRENDA Kabupaten Sumbawa (Lampiran
M).

UNIVERSITAS
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4.2.5 Layanan Manajemen Keuangan

Layanan—~Manajemen’ ‘Keuangan ‘merupakan’' layanan-~yang" bertujuan “untuk
menghasilkan ‘pengelolahan data keuangan‘yang efektif dan'efisien. Hal yang akan

|r§ dinilai pada‘kayanan Manajemen: Keuangan sjuga berkaitan dengan proses:-untuk
[g melakukan:pengolahanidata tersebut yang nantinya diharapkan dapat memberikan
[5 manfaat pada pengolahan data keuangan.instansi.pusat.dan-daerah.
;é Tabel 4.5 PenilaianIndikator'Layanan'Manajemen-Keuangan
& Nilai Kondisi
Aspek 6 Indikator 29
< Skor Keterangan
>
s S Layanan Layanan 3 Instansi 'pemerintah pusat ‘dan daerah sudah
ey Administrasi’'|-Manajemen memiliki' system*layanan-manajemen keuangan
g ; Berbasis Keuangan yang 'memiliki layanan ‘transaksi. 'Layanan yang
;—’ < Elektronik dimaksud adalah pengguna layanan SPBE dapat
= oc (SPBE) melakukan | pengunduhan -dan/pengunggahan
> dokumen terkait data keuangan serta.melakukan
o proses validasi-data keuangan tersebut.

Dari tabel 4.5 didapatkan hasil skor 3 untukiindikator'29-Layanan’Manajemen
Keuangan, hal <ini-dikarenakan'Layanan>Manajemen_Keuangan;sudah-memenuhi
standar '/minimum-untuk-mendapatkan ;skor-atau: level:0,.1; dan 2:yaitu: Sistem
Manajemen, Keuangan: .sudah. memiliki. layanan. transaksi - yang. memungkinkan
pengguna SPBE untuk mengunduh dan mengunggah dokumen terkait data keuangan,
dan sistem juga dapat.memberikan layanan mengenai proses validari-dari dokumen
terkait data keuangan tersebut di lingkup internal pemerintah pusat dan daerah.
Namun-Layanan Manajemen Keuangan belum dapat memenuhi standar minimum
untuk mendapatkan-skor 4 karena Sistem dari-‘Layanan-Manajemen Keuangan-belum
memiliki fungsi-kolaborasi. 'Fungsi'ini bermaksud’'memberikan-layanan manajemen
keuangan 'yang- dapat dintegrasikan dengan:layanan 'SPBE Jain “seperti''Layanan
Manajemen Penganggaran danlainnya.
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Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari tingkat kematangan (Lampiran N)
dan wawancara (Lampiran O) yang dilakukan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa
sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang memungkinkan pengguna untuk
mengunduh ‘dan ‘mengunggah’ informasi keuangan, ‘dan'sistem" dapat’ merespon
kepada pengguna seperti mekanisme persetujuandan validasi keuangan, dan analisis
keuangan. 'Hal tersebut didukung-dengan: penggunaan SIMDA keuangan Kabupaten
Sumbawa, pada-tahun 2017 oleh dinas kelautan:dan perikanan untuk pengadaan 1
paket |bibit,-perikanan: -yang ~datanya. dapat ' dilihat! pada--halaman-~SIMRENDA
Kabupaten Sumbawa (Lampiran P).

UNIVERSITAS
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4.2.6 Layanan Manajemen Kinerja

Layanan Manajemen Kinerja ‘merupakan layanan SPBE yang memungkinkan
pengguna SPBE untuk mengelola’kegiatan-atau'sasaran-dari'suatu unit atau organisasi
telah’ berhasil “dicapai- secara konsisten. 'Hal ‘yang -akandinilai- dalam * Layanan
Manajemen Kinerja ini-adalah proses dalam mencapai‘hasil tersebut yang efektif dan
efisien sehingga:dapat bermanfaat bagi-instansi pemerintah-pusat dan-daerah:

| REPOSITORY.UB.AC.D |
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Tabel 4.6 Penilaian Indikator Layanan Manajemen Kinerja

< Nilai Kondisi
b Aspek 6 Indikator 30
I Skor Keterangan
o
g; Layanan Layanan 3 Instansi pemerintah pusat .dan daerah sudah
5< Administrasi | Manajemen memiliki “system layanan _manajemen kinerja
Zm Berbasis Kinerja yang memberikan  layanan transaksi. Layanan
%m Elektronik transaksi “ini - memungkinkan“' pengguna SPBE
(SPBE) untuk ‘mengunggah atau-mengunduh ‘dokumen
A terkait ‘dengan kinerja.-Sistem:'dari: layanan.iini
juga-memungkinkanpengguna-untuk melakukan
mekanisme \validasi-dan-persetujuan kinerja dari
atasan.

Dari tabel 4.6 didapatkan hasil skor 3 untukiindikator'30-Layanan’ Manajemen
Kinerja, hal/ini dikarenakan /Layanan ManajemenKinerja\telah ' memenuhi standar
minimum: untuk: mendapatkan, .skor atau;level Q,:1, dan:2:yaitu-sistem: /Layanan
Manajemen, . Kinerja 1> sudah ... memberikan.. dlayanan- : transaksi. (:Layanan  ini
memungkinkan pengguna SPBE untuk mengunggah atau mengunduh dokumen yang
berkaitan dengan kinerja. Sistem dari-layanan. ini juga memungkinkan pengguna
untuk melakukan mekanisme validasi dan persetujuan kinerja dari atasan dilingkup
internal’instansi’ pemerintah pusat dan daerah. Namun Layanan Manajemen: Kinerja
belum ‘dapat-memenuhi ‘standar-minimum"-untuk mendapatkan-skor 'atau level 4
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karena sistem ‘Layanan Manajemen Kinerja belum memiliki layanan kolaborasi.
Layanan 'kolaborasi~ini' adalah ‘layanan-~yang ' memungkinkansistem’ manajemen
kinerja' terintegrasi- dengan “layanan™'SPBE-'lain/ seperti' layanan'' manajemen
kepegawaian dan lainnya:

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil dari tingkat kematangan (Lampiran'Q)
dan wawancara’ (Lampiran'R) yang dilakukan; dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa
sudah ‘memiliki:'sistem ' layanan “manajemen: kinerja' 'yang ' memberikan' layanan
transaksi.: Layananiini memungkinkan pengguna layanan SPBE  untuk: mengunggah
dan-mengunduh dokumen terkait:data kinerja serta melakukan fungsi-validasi dan
persetujuan kinerja dari atasan-dalam lingkup internaliinstansi-pemerintah pusat.dan
daerah. Hal tersebut ididukung dengan_penggunaan Sistem..Akuntabilitas: Kinerja
Instansi Pemerintah secara Elektronik (E-SAKIP).pada Kabupaten Sumbawa. E-SAKIP
sendiri. adalah aplikasi Sistem “Akuntabilitas Kinerja  Instansi. Pemerintah" secara
elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan
pengendalian ' kinerjaSatuan  Kerja Perangkat 'Daerah ~(SKPD) di “lingkungan
Pemerintah’' Kabupaten' 'Sumbawa dalam ‘rangka’' meningkatkan~akuntabilitas’ dan
kinerja. SKPD pada’ khususnya-dan kinerja’'Pemerintah' Kabupaten: Sumbawa’ pada
umumnya. Informasi yang dihasilkan dari aplikasi E-SAKIPini dapat diakses' oleh
publik,. dengan: harapan masyarakat ‘dapat;turut rserta: memantau, rmenilai dan
memberikan-masukan-kepada-Pemerintah-Kabupaten Sumbawa bilamana terdapat
SKPD yang kinerjanya kurang maksimal. Pada Kabupaten Sumbawa sendiri, e-SAKIP
telah digunakan sejak tahun 2016 (Lampiran S).

4.2.7 Layanan Pengadaan

Layanan ‘Pengadaan ‘merupakan layanan-'dalam*-SPBE-yang" bertujuan“utnuk
mengelola dataterkait dengan penyediaan-atau pemenuhan kebutuhan‘barang dan
jasa dalamilingkup‘instansi pemerintah pusat dan‘daerah.Halyang akan/dinilaidalam
layanan pengadaan-adalah proses peyediaan; atau'pemenuhan tersebut:sehingga
dapat memberikan.manfaat bagiinstansi-pemerintah pusat dan daerah.

38



P OSTORVUBACID |

P

[7e

Tabel 4.7 Penilaian Indikator Layanan Pengadaan

g Nilai Kondisi
e Aspek 6 Indikator 31
) — Skor Keterangan
S it
Z»; Layanan Layanan 3 Instansi _pemerintah pusat-dan. daerah sudah
- < Administrasi | Pengadaan memiliki system pengadaan yang memberikan
o Berbasis layanan - transaksi.  Layanan = transaksi__ini
=
S Elektronik memungkinkan pengguna SPBE untuk
& (SPBE) mengunggah dan-mengunduh dokumen terkait
dengan ’pengadaan barang 'dan jasa, layananini
juga: memungkinkan: untuk: melakukan proses
validasi dan/persetujuan;dalam-hal pengadaan.

Berdasarkan' tabel ‘4.7 didapatkan hasil skor '3 ~untuk 'indikator ' 31" Layanan
Pengadaan,hal‘tersebut dikarenakan Layanan-Pengadaan'sudah memenuhi standar
minimum: untuk 'mendapatkan ‘skor atau/level 0, 1, dan 2 yaitu:sistem  Layanan
Pengadaan' sudah memiliki. fungsi transaksi.-Fungsi 'ini. memungkinkan; pengguna
melakukan.  pengunggahan, atau-, pengunduhan. dokumen. terkait;“dengan.  data
pengadaan, Layanan.inijuga memungkinkan pengguna SPBE untuk melakukan proses
validasi dan persetujuan pengadaan barang dan jasa pada lingkup internasl.instansi
pemerintah pusat dan daerah. Namun Layanan Pengadaan belum memenuhistandar
minimum untuk mendapatkan skor atau level 4 karena Sistem Pengadaan secara
elektronik’ “belum " “menyediakan” layanan - ‘kolaborasi.' ‘Layanan” kolaborasi “ini
merupakan'layanan-yang memungkinkan -Layanan Pengadaan terintegrasi' dengan
layanan SPBE’lain seperti-Layanan'Manajemen 'Keuangan atau-Layanan Manajemen
Perencanaan.
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Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil-dari tingkat kematangan (Lampiran T)
dan wawancara (Lampiran U) yang dilakukan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa
sudah ‘memiliki: layanan “transaksi yang:memungkinkan'/pengguna layanan 'SPBE
melakukan pengunggahan atau pengunduhan: dokumen terkait ' dengan-pengadaan
barang dan jasa. Pada-layanan. pengadaan, ini: juga. memungkinkan: pengguna SPBE
untuk melakukan:validasi-atau proses persetujuan darijatasan mengenai pengadaan
barang dan_ jasa.dalam. lingkup. internal pemerintah, pusat_dan.  daerah, Hal ini
didukung dengan penggunaan ‘Layanana Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di
Kabupaten Sumbawa. LPSE sendiri adalah'layanan pengelolaan teknologi informasi
untuk “memfasilitasi “pelaksanaan Pengadaan- 'Barang/lasa ‘secara elektronik.
UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak
memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik' dapat menggunakan fasilitas' Layanan
Pengadaan'Secara Elektronik yang terdekat dengan ' tempat kedudukannya-untuk
melaksanakan: pengadaan secara: elektronik: Selain. memfasilitasi UKPBJ/Pejabat

3
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Pengadaan dalam ‘melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan
Pengadaan Secara‘Elektronik juga‘melayaniregistrasi penyediabarang-dan'jasayang
berdomisiliv “di- 'wilayah~ kerja' “Layanan ' Pengadaan '' Secara Elektronik~ yang
bersangkutan:

Dasar hukum pembentukan-Layanan Pengadaan Secara Elektronik ‘adalah' Pasal
73 'Nomor " 16 “Tahun- 2018 ‘tentang ‘pengadaan. barang/jasa “pemerintah yang
ketentuan'teknis operasionalnya-diatur-oleh>Pératuran 'Lembaga LKPP-Nomor-14
Tahun 2018 tentang Layananpengadaan)Secara Elektronik::Layanan Pengadaan
Secara | Elektronik: - dalam:/ menyelenggarakansistem  pelayanan - Pengadaan
Barang/Jasa secara. elektronik juga wajib-memenuhi persyaratan sebagaimana.yang
ditentukan. dalam.Undang-undang Nomor. 11:Tahun 2008 tentangInformasi.dan
Transaksi Elektronik (Lampiran V).
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4.3 Hasil Penilaian Aspek 6 Pada Domain Layanan SPBE

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

Hasil penilaian’ untuk” domain’ SPBE ‘pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumbawa dapat ditunjukan dengan bentuk grafik batang dan tabel hasil
penilaian dibawah-ini. Dalam!grafik batang yang merepresentasikan nilai‘dari setiap
indikator pada aspek 6, sumbu:X menunjukan rentang nilai.yang dapat diperoleh dari
setiap indikator, mulai'dari skor atau level 1 (sangat kurang)-sampai skor-atau-level 5
(memuaskan) dan sumbu-Y yang merepresentasikan seluruh indikator:pada aspek 6
layanan: Pemerintahan, Berbasis Elektronik. Grafik itersebut -dapat, dilihat. pada
Gambar 4.2.

Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintah
Berbasis Elektronik
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Layanan Pengadaan I

e
7

Layanan Manajemen Kepegawaian GGG 3
Layanan Manajemen Perencanaan [ 3

Layanan Manajemen Penganggaran I
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Layanan Manajemen Keuangan | 3
Layanan Manajemen Kinerja I _—_—— 3

Layanan Naskah Dinas N
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Gambar 4.1 Grafik Penilaian Aspek 6 Pada Domain Layanan SPBE
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Tabel 4.8 Penilaian Aspek 6 Pada Layanan SPBE Yang Diteliti

Berdasarkan' hasil penilaian'menggunakan kerangka kerja Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik:(SPBE)-yang ditunjukan-pada tabel 4.8, didapatkan nilai rata rata
untuk Aspek-6-Layanan Administrasi Pemerintahan, Berbasis Elektronik-pada-Dinas
Kominfo Kabupaten.Sumbawa.adalah; 2,80 yang berarti baik -dengan.gap: analisis
bernilai 2,20.

g_ Skor Aspek 6
< No Indikator
) — Skor | Yang diharapkan | Gap Analisis
g rrte—t
g ; 1 | Layanan Naskah:Dinas 2 5 3
§ § 2 Layanan Manajemen Kepegawaian 3 5 2
=
S0 3 Layanan Manajemen'Perencanaan 3 5 2
-fe: 4 | Layanan Manajemen Penganggaran | 3 5 2
5 Layanan-Manajemen Keuangan 3 5 2
s 6 Layanan Manajemen/Kinerja 3 5 2
|
}g 7 Layanan Pengadaan 3 5 2
=
j g ‘ Rata-rata 2,80 5 2,20
I
o
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Berdasarkan-hasil: dari-analisis :data 'yang telah; dilakukan;-penulis. akan, menyusun
beberapa rekomendasiiyang nantinya diharapkan dapat dijadikan.bahan evaluasi-dalam
melakukan. perbaikan ~kualitas ‘dari layanan _ e-government ~menggunakan. Sistem
Pemerintahan Berbasis_Elektronik (SPBE) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa,
terutama pada'Dinas Kominfo yang menjadi feader sector dalam pengimplementasian e-
government tersebut: Rekomendasi'yang akan disusun dalam‘bentuk-tabel-pada-setiap
akhir’ pembahasan-dari-setiap Indikator: yang ‘ada 'pada’Aspek-6 ‘mengenai’ lLayanan
Administrasi-Pemerintah-Berbasis: Elektronik -di -Domain '3 tentang -Layanan: SPBE
diharapkan.dapat:mencapai.skor. atau level-“Memuaskan”:.dalam:lingkup -Pemerintah
Kabupaten Sumbawa.

Pada beberapa-hal yang perlu-dijelaskan-kembali mengenai tingkat kematangan
kabapilitas. fungsi- SPBE -yang. digunakan- untuk. melakukan-:penilaian. .terhadap
implementasi . E-Government.. . di Pemerintah.  kabupater . .sumbawa.. : Tingkat
kematangan kapabilitas fungsi 'SPBE .ini merupakan salah satu dari_dua tingkat
kematangan yang ada pada kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Tingkat™ kematangan —kapabilitas fungsi® 'SPBE “sendiri “merupakan tingkatan
kematangan “yang-digunakan ‘dalam domain-layanan-SPBE. Terdapat 5 ‘tingkatan
dalam tingkat kematangan kapabilitas Fungsi'SPBE'ini.

Tingkat kematangan tersebut adalah tingkatan informasi, tingkatan interaksi,
tingkatakn ‘transaksi, tingkatan “kolaborasi, “dan -tingkatan “optimalisasi. - Kelima
tingkatan ‘ini-memiliki ‘penilaian tersendiri terhadap’ pelaksanaan-SPBE yang sedang
dinilai. Untuk lebih detail mengenai pembahasan tersebut dapat dilihat kembali pada
tabel 3.

5.1 Indikator 25 Layanan Naskah Dinas

Layanan,Naskah, Dinas adalah layanan yang:memberikan suatu.informasi.dalam
bentuk tertulis_ sebagai. alat komunikasi_yang sah dalam melaksanakan proses
kedinasan. Layanan Naskah Dinas sendiri dibuat dan, diterima, oleh_pejabat yang
berwenang di lingkup Instansi pemerintah‘pusat dan daerah‘untuk melakukan tugas
pemerintahan'dan‘pembangunan.layananNaskah Dinas dibuat dengan fungsiuntuk
memberikan‘manfaat dalam’'pengelolahan dokumen terkait -naskah-dinas.

Pada indikator 25 layanan naskah dinas, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa
mendapatkan-skor‘atau level 2, dimana yang berarti sistem ‘dari-layanan naskah dinas
baru/’mencapai titik ‘dimana’ sistem dapat berinteraksi-dengan-pengguna’ dari-mulai
pencarianinformasi; dan menggungah atau:mengunduh dokumen dinas.

Namun'pada ‘dasarnya layanan naskah-dinas masih' memiliki ‘layanan-atau-fungsi
yang bisa di'tingkatkan"kembali, peningkatan‘atau penambahan-fungsi yang dimaksud
adalah untuk:'mempermudah -atau memperluas fungsi 'dari'layanan-naskahdinas
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sendiri.”Sebagai’ contoh, ‘layanan naskah ‘'dinas pada beberapa ‘daerah lain sudah
mencapai tahap dimana layanan naskah dinas'dapat berinteraksi-dengan pengguna
SPBE, sampai’dengan pengintegrasian layanan naskah' dinas' dengan-Layanan SPBE
lain'Sehinggalayanan naskah dinas sendiri dapatilebih optimal:dalam segi pelayanan
terhadap penggunananya.

Rekomendasi perbaikan untuk Indikator-layanan naskah dinas pada-aspek 6 ini
disusun-pada-Tabel'5.1

UNIVERSITAS

Tabel 5.1 Rekomendasi Target pada Layanan Naskah Dinas
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No. Rekomendasi Target

1 _|layanan ' Naskah Dinas'harus menambahkan fungsi-transaksif | ‘Level3
pada-sistemnya; fungsi transaksi:tersebut merupakan: fungsi
yang- rmemungkinkan-, pengguna;, SPBE- -untuk . melakukan
Pengunggahan:atau.: Pengunduhan dokumen terkait naskah
dinas, serta. memungkinkan terjadinya proses -persetujuan
dalam pengajuan cuti ‘dari atasan dalam lingkup internal
pemerintah pusat dan daerah.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

2 | |lLayanan::.Naskah, . . Dinas. harus. menambahkan. . layanan|: . .Level 4
kolaborasi _dimana layanan -naskah .. dinas diintegrasikan
dengan satu layanan SPBE lainnya, misal layanan naskah dinas|
diintegrasikan _dengan “layanan ‘manajemen kepegawaian.

3 1 |kayanan::Naskah- Dinas,-harus' -bisa- menambahkan.. fungsil - Level .5
Optimasi, fungsi Optimasi yang, dimaksud. merupakan suatu
fungsi_layanan-naskah dinas yang memungkinkan pengguna
SPBE untuk memberikan masukan dalam bentuk nilai, atau
pengembangan, sehingga layanan naskah  dinas  dapat
menyesuaikan-terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan'instansi.
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Tabel 5.1 menjelaskan bahwa Layanan Naskah Dinas dapat dintingkatkan dalam
3 tahap_lanjutan vyaitu level 3 (Transaksi), level .4 (Kolaborasi),. dan level 5
(Optimalisasi). Untuk mencapai level 3, Layanan Naskah Dinas harus menambahkan
layanan yang berkaitan dengan transaksi data yang memungkinkan pengguna SPBE
untuk melakukan Pengunggahan atau Pengunduhan dokumen-terkait -naskah-dinas,
serta memungkinkan terjadinya proses persetujuan dalam pengajuan cutidariatasan
dalam lingkup internal pemerintah pusat dan'daerah.

| REPOSITORY.UB.ACID |

Untuk mencapailevel 4 (Kolaborasi), Layanan Naskah Dinas harus menambahkan
layanan’ kolaborasi -dimana’ Layanan ‘Naskah’'Dinas ‘dapat- diintegrasikan 'dengan
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layanan lainya,” seperti "Layanan’ Naskah Dinas' ‘diintegrasikan' ‘dengan layanan
kepegawaian-atau‘dengan layanan SPBE Instansi Pemerintahan’lain.

Untuk mencapai level 5 (Optimalisasi) Layanan Naskah. Dinas harus bisa
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Misal jika system“dari‘Layanan.Naskah ‘Dinas ingin ditingkatkan sehingga' system
Layanan 'Naskah Dinas’ dapat-berintegrasi’'dengan’ Layanan' kepegawaian, system
Layanan Naskah Dinas'tidak/perlu-mengganti system yang.sudah ada, namun-hanya
melakukan' /penambahan‘pada' 'system-yang sudah adasehingga system:yang
diinginkan ' dapat -berjalan dengan baik rdan benar 'sesuai-dengan rfungsi:'atau
kebutuhan penggunanya.

5.2 Indikator'26 Layanan Manajemen Kepegawaian

Layanan Manajemen Kepegawaian merupakan Layanan yang terbentuk dari
berbagai proses pengolahan -data kepegawaian, hal ini dilakukan dengan harapan
hasil pengolahan ‘data ‘tersebut dapat ‘dilakukan' dengan’ lebih ‘efektif dan“efisien
sehingga proses yang akan dilakukan secara'berkelanjutan akan tetap-dalam kualitas
yang/optimal.'Layanan:Manajemen Kepegawaian'ini.juga berperan penting dalam
memberikan-imanfaat:  pengolahan data( kepegawaian ~pada:lingkup iinstansi
pemerintah pusat dan'/daerah.

Pada indikator:26 Layanan-Manajemen Kepegawaian, dinas Kominfo' Kabupaten
Sumbawa mendapatkan skor atau level 3 (baik), yang berarti sistem dari layanan
manajemen’ kepegawaian:sudah ;:mencapai titik dimana sistem ‘dapat :berinteraksi
dengan pengguna -mulai-dari proses mengunduh, atau mengunggah dokumen yang
berkaitan dengan kepegawaian atau melakukan. proses persetujuan:dengan atasan
seperti proses pengajuan cuti dalam lingkup instansi pemerintah.pusat dan daerah.

Walaupun sudah tergolong baik, layanan manajemen kepegawaian masih, dapat
ditingkatkan - kembalirzguna;: -mempercepat, ~atau, - mempermudah “penggunanya.
Peningkatan layanan manajemen.kepegawaian yang dimaksud .dapat dilihat. pada
tabel rekomendasi 5.2
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Tabel 5.2 Rekomendasi Target pada Layanan-Manajemen Kepegawaian

No. Rekomendasi Target
1 Sistem - dari Layanan .Manajemen  Kepegawaian|  lLevel4
harus menambahkan fungsi kolaborasi. Fungsi ini
bertujuan™ ‘untuk memungkinkan ' layanan

manajemen’’ kepegawaian- ‘dapat’ 'diintegrasikan
dengan layanan 'SPBE 'yang lain seperti layanan
manajemen keuangan.

2 Sistem -Layanan ‘Manajemen’ ‘Kepegawaian -harus|~ “Level 5
menambahkanfungsi Optimasi. Fungsi-optimasi ini
merupakan'/!/layanan " Cyang '*'memungkinkan
pengguna:dapat memberikan suatu'penilaianiatau
pengembangan kedalam sistem; sehingga layanan
manajemen . kepegawaian - dapat - menyesuaikan
layanannya. terhadap perubahan. lingkungan.dan
kebutuhan  dari pengguna SPBE dalam. lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Untuk mencapai level 4 (Kolaborasi), Layanan-Manajemen; Kepegawaian harus
menambahkan layanan.kolaborasi. dimana.Layanan Manajemen Kepegawaian dapat
berintegrasikan dengan Layanan lainya, seperti Layanan Manajemen-Kepegawaian
diintegrasikan dengan_Layanan-Naskah Dinas. atau dengan layanan SPBE Instansi
Pemerintahanlain.

Untuk mencapai level 5 (Optimalisasi) Layanan Manajemen Kepegawaian harus
bisa ‘menambahkan fungsi Optimasi. Fungsi optimasi ini. merupakan-layanan yang
memungkinkan pengguna dapat memberikan suatu penilaian atau pengembangan
kedalam sistem, sehingga layanan manajemen kepegawaian dapat ‘menyesuaikan
layanannya'terhadap ‘perubahan-lingkungan-dan' kebutuhan-dari’pengguna SPBE
dalam lingkup Pemerintah' Pusat,dan Daerah.

5.3 Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan

Layanan, -Manajemen- Perencanaan . merupakan 'Layanan:yang - terdiri. dari
beberapa. proses .pengolahan. data terkait .perencanaan. yang. bertujuan .untuk
mendapatkan hasil perencanaan yang efektif. dan efisien. Layanan Manajemen
Perencanaan juga merupakanlayanan yang berperan penting dalam pengolahan'data
perencanaan dalam Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada.indikator.27 layanan manajemen perencanaan,:dinas Kominfo Kabupaten
Sumbawa mendapatkan_skor atau level 3 (baik), yang berarti sistem dari layanan
manajemen perencanaan sudah mencapai titik dimana sistem dapat berinteraksi
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dengan pengguna. Interaksi yang dimaksud merupakan layanan yang diberikan'oleh
Layanan ' ‘Manajemen’- Perencanaan ‘sehingga ' penggunanya ‘dapat “melakukan
pengunduhan ‘atau pengunggahan dokumen' terkait dengan perencanaan kegiatan
dan ' layananini juga memungkinkan<pengguna SPBE! untuk melakukan proses
persetujuan dalam-Perencanaan kegiatan oleh-atasan dalam:lingkup;internal Instansi
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Walaupunsudah-tergolong baik, layanan'manajemen!perencanaan ' masih-dapat
ditingkatkan — kembali “guna/ mempercepat) -atau’’ mempermudah ~penggunanya.
Peningkatan-ayanan manajemen:perencanaan yang! dimaksud' dapatrdilihat. pada
tabel rekomendasi-5.3

Tabel 5.3:Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen Perencanaan

No. Rekomendasi Target

1. Sistem:: .Layanan . Manajemen. Perencanaan.:harus; bisal: . Level 4
menyediakan layanan kolaborasi. Layanan kolaborasi. yang
dimaksud merupakan suatu-layanan yang. memungkinkan
layanan manajemen- perencanaan . berintegrasi dengan
layanan® SPBE “yang - lain, seperti layanan ‘manajemen
kepegawaian‘atau layanan lainnya.

2 _[Sistem . lLayanan .. Manajemen. Perencanaan. harus: bisa, Level 5
menambahkan fungsi  Optimasi, - fungsi . optimasi ini
memungkinkan  pengguna__ SPBE . untuk, memberikan
penilaian “atau” peningkatan terhadap - sistem “sehingga
layanan“ manajemen ' perencanaan’ dapat- menyesuaikan
dengan “perubahan-'lingkungan-'dan‘kebutuhan' instansi
pemerintah pusatdan daerah.

Untuk mencapai level 4 (Kolaborasi), Layanan Manajemen Perencanaan harus
menambahkan layanan kolaborasi dimana Layanan'Manajemen Perencanaan dapat
diintegrasikan dengan ‘Layanan-lainya, seperti Layanan Manajemen Perencanaan
diintegrasikan 'dengan Layanan‘Manajemen Kepegawaian'atau-dengan‘layanan SPBE
Instansi-Pemerintahan‘lainnya:

Untuk mencapai level 5 (Optimalisasi), Layanan Manajemen Perencanaan harus
bisa ' menyesuaikanterhadap~ perubahan- lingkungan, 'teknologi~dan“kebutuhan
instansi. Misal jika'system dari‘Layanan Manajemen Perencanaan-ingin ditingkatkan
sehingga' 'system ‘Layanan'/'Manajemen “Perencanaan 'dapat “berintegrasi’ dengan
Layanan Manajemen Kepegawaian, system:Layanan Manajemen Perencanaan tidak
perlu: mengganti system yang-:sudah ada;;namun:hanya melakukan:penambahan
pada system yang sudah ada, sehingga systemyang diinginkan-dapat berjalan dengan
baik dan benar sesuai dengan fungsi atau kebutuhan penggunanya.
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5.4 Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran

Layanan, -Manajemen- . Penganggaran. -merupakani.layanan: yang -terdiri. dari
beberapa. proses pengolahan data.terkait penganggaran. Layanan.ini juga bertujuan
untuk memberikan hasil pengolahan data penganggaran yang lebih efektif dan
efisien. . Layanan  Manajemen - Penganggaran juga . merupakan layanan -yang
diharapkan dapat ' memberikan manfaat pengolahan data penganggaran yang baik
untuk instansi pemerintah pusat'dan daerah:

Pada indikator 28 layanan manajemen penganggaran, dinas. Kominfo Kabupaten
Sumbawa mendapatkan skor atau level 3 (baik), yang berarti sistem dari layanan
manajemen penganggaran sudah‘mencapai-titik- dimana sistem ‘dapat berinteraksi
dengan-pengguna mulai ‘dari layanan' yang-memungkinkan ‘pengguna SPBE-untuk
melakukan 'pengunggahan atau pengunduhan-dokumen terkait' penganggaran serta
layanan yang 'memberikan'/proses persetujuan:penganggaran dari atasan :dalam
lingkup internal-pemerintah pusat dan daerah:

Walaupun sudah-tergolong baik, layanan-manajemen 'penganggaran masih dapat
ditingkatkan kembali “guna!lmempercepat “atau’'mempermudah “penggunanya.
Peningkatan‘layanan manajemen:penganggaran yang dimaksud dapat dilihat pada
tabel rekomendasi 5.4

Tabel 5.4 Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen Penganggaran

No. Rekomendasi Target

1.: [Sistem- Layanan Manajemen Penganggaran harus. bisal 'Level 4
menambahkan fungsi kolaborasi. Fungsi kolaborasi.yang
dimaksud - merupakan fungsi dari layanan yang
memungkinkan Layanan _Manajemen Penganggaran
untuk “berintegrasi dengan layanan SPBE lain ‘seperti
Layanan Perencanaan-atau layanan SPBE lainnya.

2 . [Sistem Layanan Mahajemen_Penganggaran_harus bisal -Level 5
menambahkan fungsi Optimasi. Fungsi Optimasi yang
dimaksud merupakan layanan yang memungkinkan
pengguna — SPBE“ ' ‘memberikan’ ‘“penialaian' “atau

Penigkatan terhadap Layanan Manajemen
Penganggaran. /Hal tersebut dapat. membuat/ Layanan
Manajemen -Penganggaran beradaptasi terhadap,
perubahan- rlingkungan ~dan -kebutuhan . -instansi
pemerintah.

Untuk mencapai level 4/(Kolaborasi);-Layanan' Manajemen Penganggaran’harus
menambahkan layanankolaborasidimana Layanan Manajemen Penganggaran-dapat
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diintegrasikan dengan Layanan lainya, seperti Layanan Manajemen Penganggaran
diintegrasikan 'dengan‘Layanan-Manajemen Perencanaan atau-dengan‘layanan SPBE
Instansi Pemerintahan‘lainnya:

Untuk mencapailevel 5 (Optimalisasi), Layanan Manajemen Penganggaran harus
bisa . 'menyesuaikan-terhadap® perubahan- lingkungan, 'teknologi “dan“kebutuhan
instansi. Misal jika system dari Layanan Manajemen Penganggaran ingin ditingkatkan
sehingga' 'system Layanan'Manajemen. ‘Penganggaran 'dapat-berintegrasi' dengan
Layanan Manajemen: Perencanaan, system Layanan-Manajemen Penganggaran tidak
perlumengganti system yang sudah ada; namun hanya melakukan:penambahanpada
system yang sudah-ada, sehingga system yangdiinginkan.dapat -berjalan-dengan baik
dan benar sesuai. dengan fungsi atau kebutuhan;penggunanya.

5.5 Indikator:29 Layanan Manajemen Keuangan

Layanan Manajemen Keuangan merupakan Layanan yang terdiri dari beberapa
proses - Pengolahan” data’‘keuangan. ‘‘Layanan' Manajemen’ ‘Keuangan " sendiri
diharapkan dapat ‘memberikan’ hasil pengolahan data terkait-keuangan'yang lebih
efektif . dan© efisien. ~“Layanan'/ Kanajemen = Keuangan ‘juga ' diharapkan ~dapat
memberikan-manfaat yang baik dari haril:pengolahan data keuangan tersebut pada
instansi pemerintah-pusat.dan.daerah.

Pada'indikator 29 layanan Manajemen Keuangan, dinas: Kominfo-Kabupaten
Sumbawa mendapatkan skor atau level 3 (baik), yang berarti sistem 'darilayanan
manajemen’ keuangan- sudah::mencapat rtitik ‘dimanarisistem ' dapat: berinteraksi
dengan pengguna mulai dari memberikanlayanan pengunggahan atau pengunduhan
dokumen. terkait -keuangan, sampai layanan .yang. memungkinkan. pengguna, SPBE
untuk melakukan. proses persetujuan keuangan dari atasan dalam lingkup instansi
pemerintah pusat dan.daerah.

Walaupun sudah tergolong. baik, layanan.:manajemen-keuangan: masih-dapat
ditingkatkan .. kembali ~guna .. mempercepat .atau. , mempermudah -penggunanya.
Peningkatan layanan manajemen keuangan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel
rekomendasi 5.5
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Tabel 5.5 Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen keuangan

No. Rekomendasi Target

11 \[Sistem  Layanan/ Manajemen: Keuangan harus Level 4
bisa. menambahkan fungsi: Kolaborasi. Fungsi
kolaborasiryang..dimaksud> merupakan, fungsi
yang..memungkinkan  Layanan manajemen
Keuangan berintegrasi dengan layanan SPBE
lain” ‘seperti~ dengan Layanan  Manajemen
Penganggaran.
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2 . Sistem Layanan Manajemen Keuangan harus Level 5
bisa menambahkan fungsi Optimasi.” Fungsi
Optimasi 'yang 'dimaksud ‘merupakan’ fungsi
yang memungkinkan -Pengguna Layanan SPBE
dapat memberikan: penilaian-atau: peningkatan
pada Sistem - Layanan Manajemen ~Keuangan
sehingga ~Layanan... Manajemen . Keuangan
mampu  beradaptasi terhadap .. perubahan
lingkungan dan kebutuhan instansi pemerintah.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Untuk .mencapai ilevel, 4 (Kolaborasi), -Layanan |Manajemen. Keuangan-harus
menambahkan layanan kolaborasi dimana.layanan Manajemen Keuangan. dapat
diintegrasikan dengan. Layanan lainya, seperti Layanan Manajemen Keuangan
diintegrasikan dengan Layanan Manajemen Kepegawaian atau dengan layanan SPBE
Instansi’Pemerintahan lainnya ‘sepertu Kementrian Keuangan.

Untuk mencapai level 5 (Optimalisasi), Layanan Manajemen Keuangan harus bisa
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan.kebutuhan instansi.
Misal jika system dari Layanan -Manajemen Keuangan ingin ditingkatkan sehingga
system~ Layanan “Manajemen ’Keuangan “dapat ' berintegrasi “'dengan ' Layanan
Manajemen “Kepegawaian, ' system Layanan~'ManajemenKeuangan' tidak™ perlu
mengganti 'system yang sudah 'ada, namun'hanya’ melakukan penambahan’ pada
system yang sudah ada; sehingga systemyang diinginkan dapat:berjalan dengan baik
danbenar sesuai dengan fungsi atau kebutuhan penggunanya.
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5.6 Indikator 30 Layanan Manajemen-Kinerja

Layanan Manajemen Kinerja_merupakan Layanan yang terdiri dari beberapa
proses pengolahan sasaran dari unit atau organisasi instansi pemerintah secara
konsisten. Layanan Manajemen-Kinerja juga diharapkan dapat memastikan bahwa
semua sasaran yang sudah direncanakan oleh unit‘atau organisasi pemerintah-dapat
dicapai-dengan maksimal; efektif, dan efisien.
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Pada indikator 30 Layanan Manajemen  Kinerja, dinas Kominfo Kabupaten
Sumbawa 'mendapatkan skor atau level 3-(baik), yang berarti sistem ‘dari layanan
manajemen kinerja sudah -mencapat titik dimana sistem layanan manajemen kinerja
dapat memberikan: layanan yang -memungkinkan' pengguna SPBE untuk melakukan
pengunggahan atau-pengunduhan dokumen terkait dengan kinerja pegawai, serta
dapat melakukan -proses-persetujuan-kinerja oleh, atasan-dalam-lingkup internal
instansi pemerintah pusat dan.daerah.

UNIVERSITAS

Walaupun | sudah 'tergolong baik, <layanan (manajemen: kinerja masih  dapat
ditingkatkan kembali~‘guna; mempercepat  -atau mempermudah ‘penggunanya.
Peningkatan -layanan manajemen-kinerja yang:dimaksud dapat dilihat-pada,tabel
rekomendasi 5.6
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Tabel 5.6:Rekomendasi Target pada Layanan Manajemen kinerja

No. Rekomendasi Target

1 . Sistem Layanan Manhajemen Kinerja harus Level 4
bisa .. menambahkan fungsi = Kolaborasi,
fungsi Kolaborasi sendiri merupakan fungsi
yang memungkinkan “layanan ‘manajemen
kinerja dapat-berintegrasi dengan’layanan
SPBE''lain “seperti~layanan‘ penganggaran
atau layanan SPBElainnya.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

2 Sistem " Manajemen’ Kinerja “harus" dapat Level 5
terus -ditingkatkan-dengan™menyesuaikan
terhadap perubahan'lingkungan, teknologi
dan kebutuhaninstansi
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Untuk ‘mencapai level ‘4 (Kolaborasi), Layanan Manajemen Kinerja ‘harus
menambahkan “layanan ‘kolaborasi dimana -Layanan’' 'Manajemen ‘Kinerja “dapat
diintegrasikan' “dengan’/ Layanan ' lainya, 'sepetti' Layanan “Manajemen’'! Kinerja
diintegrasikan dengan Layanan‘Manajemen Penganggaran atau-dengan layanan SPBE
Instansi Pemerintahan/lainnya:

&
o

Untuk mencapai level 5 (Optimalisasi), Layanan Manajemen:Kinerja'harus; bisa
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi'dan kebutuhan'instansi.
Misal jika system:dari iLayanan -Manajemen: Kinerja 'ingin: /ditingkatkan sehingga
system Layanan Manajemen Kinerja dapat berintegrasi dengan:Layanan Manajemen
Penganggaran, system Layanan. Manajemen. Kinerja tidak perlu mengganti system
yang sudah ada, namun.hanya melakukan penambahan pada system yang sudah ada,
sehingga system yang. diinginkan dapat berjalan ‘dengan baik dan.benar sesuai
dengan fungsi atau kebutuhan penggunanya.
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5.7 Indikator 31 Layanan Pengadaan

Layanan.Pengadaan merupakan layanan.yang terbentuk dari beberapa proses
pengolahan, data: terkait dengan._pemenuhan. kebutuhan, barang._dan jasa .dalam
lingkup internal. Layanan Pengadaan sendiri diharapkan. dapat.menghasilkan data
terkait. pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien sehingga
memberikan manfaat yang baik bagi instansi pemerintah pusat dandaerah.

Pada _indikator 31 Layanan Pengadaan, dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa
mendapatkan skor atau level 3 (baik), yang berarti sistem dari layanan Pengadaan
sudah mencapat titik_dimana Sistem Layanan Pengadaan memiliki_layanan yang
memungkinkan-pengguna SPBE untuk melakukan pengunduhan dan pengunggahan
dokumen " terkait™‘dengan’ ' pengadaan- ‘barang' 'dan '‘jasa.”' ‘Layanan’ '‘ini" ‘juga
memungkinkan-pengguna''SPBE, untuk ‘melakukan proses persetujuan ‘dari atasan
instansi pemerintahyangterkait.

Walaupun 'sudah’ tergolong baik, layanan-Pengadaan masih dapat ditingkatkan
kembali'guna-mempercepat atau mempermudah‘penggunanya. Peningkatan'layanan
Pengadaan'yang dimaksud dapat dilihat pada tabel rekomendasi' 5.7.

Tabel 5.7 Rekomendasi Target pada Layanan Pengadaan

No. Rekomendasi Target

1 \Sistem = Layanan~'/-Pengadaan: !/ tharus Level 4
memberikan layanan:kolaborasi.-Layanan
kolaborasir: yang : ~dimaksud-. -merupakan
layanan .. yang, . memungkinkan. Layanan
Pengadaan- berintegrasi dengan layanan
SPBE.. lain_. seperti * Layanan Manajemen
Perencanaan atau fayanan SPBE lainnya.

2. Sistem. . Layanan.. . Pengadaan. : harus Level 5
menambahkan fungsi Optimasi. -.Fungsi
Optimasi tersebut merupakan fungsi yang
memungkinkan  pengguna SPBE untuk
memberikan “ ‘nilai’ “atau * peningkatan
terhadap sistem ' layanan ‘pengadaan. hal
tersebut: ~dapat ! /membuat C‘Layanan
Pengadaan- bisa’' menyesuaikan terhadap
perubahan- lingkungan  dan/ kebutuhan
penggunanya.
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Untuk mencapai level 4 (Kolaborasi), Layanan Pengadaan harus menambahkan
layanan-kolaborasi-dimana Layanan Pengadaan dapat diintegrasikan’dengan Layanan
lainya, -seperti “Layanan ‘Pengadaan diintegrasikan dengan' Layanan' Manajemen
Penganggaraniatau dengan/layanan SPBE Instansi Pemerintahan lainnya.

Untuk “mencapai level '5 - (Optimalisasi), Layanan" Pengadaan “harus - bisa
menyesuaikan' terhadap perubahan lingkungan; teknologi dan 'kebutuhan'instansi.
Misal jika''system-'dari'Layanan-Pengadaan-ingin’ ditingkatkansehingga'lsystem
Layanan Pengadaan:dapat berintegrasi-dengan Layanan Manajemen Penganggaran,
system Layanan; Pengadaan tidak-perlu’ mengganti system yang sudah-ada, namun
hanya melakukan penambahan, pada system-yang ;sudah,ada; sehingga system yang
diinginkan; dapat:.berjalan . dengan baik .dan::benar sesuai.dengan  fungsi. atau
kebutuhan penggunanya.
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BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari’ ‘hasil  penilaian ‘penerapan e-gevernment di dinas Kominfo Kabupaten
Sumbawa yang berfokus pada‘Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis
Elektronik 'menggunakan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE), didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1.-Hasil'penilaian penerapan e-government untuk Dinas Kominfo menggunakan
SPBE didapatkan nilai 2,80 yang berarti Baik.

2. Penilaian untuk masing-masing Indikator pada Aspek 6 yang diteliti adalah
sebagai berikut:

a. Indikator 25 Layanan Naskah Dinas mendapatkan skor 2 yang berarti Cukup.

b. /Indikator 26 Layanan-Manajemen-Kepegawaian mendapatkan:skor-3 yang
berarti Baik:

¢./Indikator 27 Layanan'ManajemenPerencanaan mendapatkan-skor:3'yang
berarti-Baik.

d. Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran-mendapatkan skor 3'yang
berarti‘Baik.

e. Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan mendapatkan skor 3 yang berarti
Baik.

f.” Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja mendapatkan skor 3 yang berarti
Baik.

g. Indikator 31 Layanan.Pengadaan mendapatkan skor;3 yang berarti Baik.

3.0Untuk melakukan:perbaikanipenerapan e-government pada:Aspek 6:yang diteliti,
disusun; beberapa rekomendasi perbaikan ‘berdasarkan kerangka -kerja; SPBE
sebagaimana. sudah: penulis. jabarkan -pada . bab |5, Pembahasan:yang intinya
merupakan rekomendasi dari segi layanan administrasi pemerintahan harus bisa
berkolaborasi dengan layanan-layanan administrasi pemerintahan yang lain untuk
meningkatkan kualitas dari layanan administrasi pemerintahan tersebut.

6.2 Saran

Penilaian’'padapenelitian’ ini bisa “dilanjutkan ‘'untuk-mengetahui ‘hasil) dari
penerapan SPBE pada Domain kebijakan internal SPBE dan/'domain tata kelola 'SPBE.
Diharapkan dengan dilanjutkanya-penelitian ini dapat menghasilkan nilai;yang lebih
presisi| terhadap ' penilaian. penerapan -e-government . pada-instansi- Pemerintah
Kabupaten Sumbawa atau pada instansi:pemerintah lainnya.
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LAMPIRAN B HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 25
LAYANAN'NASKAH DINAS PADA ASPEK 6 SPBE

Nama : Rahman Ansori, S.'Sos. M. SE

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Jabatan ' -: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa
Besar

A
‘:?!

1. Apakah Instansi: ‘di-Kabupaten: Sumbawa -Besars memiliki “sistem-naskah-dinas
elektronik?

Jawab:

lya, contoh aplikasinya-adalah aplikasi disposisi surat dinas online yang kita
gunakan' adalah siMAYA' ‘dimana aplikasi tersebut sudah memiliki-fitur surat
masuk, disposisi‘'surat,‘dan pengarsipan berkas.
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2. Apakah sistem naskah dinas elektronik instansi di Kabupaten sumbawa besar
diberikan dalam bentuk informasi satuarah?

Jawab:
Tidak, layanan naskah dinas-kami sudah sampaitahap interaksi.

3. Apakah' sistem naskah dinas; elektronik ‘instansj di’'Kabupaten -sumbawa besar
menyediakan ' layanan 'interaksi seperti’ pencarianinformasi, pengiriman  e-
dokumenj;dan penerimaan e-dokumen?
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Jawab:

lya, layanan naskah dinas Kabupaten sumbawa sudah memiliki fitur pencarian
informasi, pengiriman (unggah) e-dokumen, dan penerimaan (unduh) e-dokumen
seperti'surat undangan, surat'disposisi, dan’surat resmi.

2
£

4. Apakah. sistem naskah dinas elektronik instansi di. Kabupaten sumbawa besar
memiliki layanan transaksi seperti mekanisme persetujuan dan penyematan tanda
tangan digital?

Jawab;

Belum, sampai saat:ini untuk mekenisme persetujuan dan tandatangan:digital
belumtersedia secara online, masih dilakukan-dengan cara-manual.
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5.-Apakah; sistem -naskah. dinas elektronik .instansi. dii Kabupaten.sumbawa- besar
memiliki layanan yang berkolaborasi-dengan: layanan SPBE yang lain?

Jawab:

Belum, untuk'saat'ini layanan naskah dinas'masih-terpisah-dengan’layanan SPBE
yang lain.
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UNIVERSITAS
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."Apakah sistem naskah dinas elektronik instansi di Kabupaten sumbawa besar
dapat di perbaharuisesuai dengan keperluan-dan perubahan lingkungan kerja?

Jawab:

lya,. layanan-. naskah; dinas Kabupaten:sumbawa ; pasti -bisa- diperbaharui
mengikuti kepentingan dan perubahan lingkungan kerjanya.
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LAMPIRAN E HASIL WAWANCARA DATAINDIKATOR 26
LAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA ASPEK 6 SPBE

Nama : Rudi Yulianto, SE, M.Sc., MAP

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Jabatan | -: Kepala Seksi Aplikasi dan Tata Kelola:E-Government.Diskominfotik-Kab.
Sumbawa.

A
‘:?!

1. Apakah instansi-di Kabupaten Sumbawa Besar memiliki'sistem Manajemen
Kepegawaian?

Jawab:

lya, kami menggunakan layanan 'yang -sudah diberikan oleh- badan
kepegawaian negara (BKN) yang bernama SAPK.

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

2. Apakah sistem.layanan manajemen kepegawaian instansi di Kabupaten sumbawa
besar menyediakan informasi satu arah?

Jawab:

lya, namun sistem-manajemen kepegawaian Kabupaten sumbawai sudah
sampai tahap transaksi-pada: SPBE, jadi:-bukan hanya satuarah.

3. Apakah'sistem layanan-manajemen Kepegawaian instansi-di Kabupaten sumbawa
menyeédiakan ' layanan interaksi sepertiimencari _informasi kepegawaian' dan
mengunduh datadiri kepegawaian?

<
C
=
<
o
&

UNIVERSITAS

Jawab:

lya, namun layanan manajemen kepegawaianya sudah sampai pada tahap
transaksi.

2
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4. Apakah sistem.layanan manajemen kepegawaian instansi di Kabupaten sumbawa
menyediakan layanan transaksi seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat
dan pengajuan cuti?

Jawab:

lya,layananimanajemen Kabupaten sumbawa sudahimemiliki layanani seperti
mekanisme; persetujuan: kenaikan pangkat; pengajuan cuti, dokumen pegawai,
danilain sebagainya.
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5.-Apakah;sistem:layanan-manajemen kepegawaian instansi-di-Kabupaten sumbawa
menyediakan layanan yang berkolaborasi.dengan layanan SPBE lain?

Jawab:

Belum, ‘'untuk ‘'saat “ini-layanan' manajemen ‘kepegawaian Kabupaten ‘sumbawa
masih terpisah denganlayanan SPBE yang lain.
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Apakah sistem layanan manajemen kepegawaian instansi di Kabupaten sumbawa
dapat ditingkatkan sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan lain?

Jawab:

lya, bisa, di. tingkatkan -sesuai. dengan kubutuhan kerja: dan Jingkunganya; namun
tetap mengacu pada;BKN terlebih dahulu.
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LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 27
LAYANAN MANAJEMEN-PERENCANAAN PADA ASPEK 6 SPBE

Nama : Ir. Baig Rahmi Iryana

Jabatan | -: Kepala Bidang Teknologi Informatika: Diskominfotik-Kab..Sumbawa.
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UNIVERSITAS

1._Apakah''Instansi -pemerintahan Kabupaten sumbawa ‘besar ‘“memiliki  sistem
manajemen perencanaan?

A
‘:?!

Jawab:

lya, sistem manajemen perencanaan Kabupaten sumbawa bernama
SIMRENDA.

2. Apakah:sistem:layanan manajemen perencanaan instansi di Kabupaten sumbawa
menyediakan informasi satu arah?
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Jawab:

lya, namunsistem-layananmanajemen: perencanaan-di-Kabupaten sumbawa
sudah'sampai pada tahap transaksi pada SPBE.

3.-Apakah sistem layanan manajemen kepegawaian instansi-di Kabupaten sumbawa
menyediakan layanan interaksi seperti-mencari informasi-perencanaan instansi?

Jawab:

lya, namun.sistem layanan manajemen;: perencanaan Kabupaten sumbawa
sudah sampai-pada tahap transaksi pada SPBE.
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.-Apakah sistem layanan manajemen kepegawaian instansi-di-Kabupaten sumbawa
menyediakan :layanan.transaksi seperti persetujuan. dan-.validasi: perencanaan
kegiatan internal instansi?

e
77
D

Jawab:

lya, sistem-manajemen, perencanaan Kabupaten sumbawa. sudah, memiliki
sejumlah. layanan.seperti mengunduh.atau mengunggah.informasi. perencanaan
kegiatan, dan. mekanisme persetujuan dan validasi-perencanaan_kegiatan di
internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
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5.-Apakah;sistem:layanan-manajemen kepegawaian instansi-di-Kabupaten sumbawa
menyediakan /layanan _kolaborasi dengan. layanan SPBE, lain:seperti_berintegrasi
dengan.layanan manajemen kepegawaian?

Jawab:
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Belum, “untuk “saat/ini' layanan= manajemen. perencanaan ~masih ‘belum
berkolaborasi dengan’layanan SPBE lainnya.

)
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6.-Apakah'sistem'layanan manajemen perencanaan instansi-di-Kabupaten sumbawa
dapat ditingkatkan sesuai dengan lingkungan'dan kebutuhan kerja?

Jawab:

lya,. sistem.layanan, manajemen perencanaan  Kabupaten sumbawa. dapat
ditingkatkan sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan kerjanya.
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LAMPIRAN L HASIL-WAWANCARA DATA INDIKATOR 28
LAYANAN MANAJEMEN PENGANGGARAN PADA ASPEK 6
SPBE

Nama : Heri- Kusmanto,.S. Sos.
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UNIVERSITAS

Jabatan :'Kepala Seksi Pengelolaan Sumber DayaTeknologi:Informatika
Diskominfotik Kab. Sumbawa.

A
‘:?!

1. Apakah'‘instansi -pemerintahan Kabupaten' ‘sumbawa “besar'-memiliki ‘sistem
penganggaran?

Jawab:

lya; layanan manajemen’ penganggaran Kabupaten sumbawa-menggunakan
sistem yang bernama SIMRENDA.
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2.-Apakah sistemlayanan-manajemen penganggaran instansi di Kabupaten sumbawa
memiliki layanan .infoermasi yang diberikan satu arah?
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S Jawab:

<L Tidak; pada manajemen penganggaran Kabupaten sumbawa sudah'memiliki
g o layanan informasiyangdi berikan secara dua'arah.
2 ; 3. Apakah sistem layanan manajemen penganggaran instansi diKabupaten' sumbawa
uz" § memiliki' layanan’ interaksi“seperti' mencari-dan mengunduhinformasi terkait
2 ?
Sen penganggaran’

Jawab:

2
£

lya, sistem manajemen penganggaran Kabupaten sumbawa sudah memiliki
layanan tersebut.

4. Apakahisistemlayanan-manajemen penganggaran instansidi-Kabupaten sumbawa

'D- T . . . . . .
|9 memiliki . -layanan transaksi . -seperti. -mekanisme . persetujuan :dan.  validasi
|2 penganggaran?

| &

|2 Jawab:

| 8

{ &

;z‘
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lya, pada :sistem-layanan -manajemen- penganggaran- Kabupaten sumbawa
sudah_memiliki_layanan mekanisme, persetujuan dan; validasi. penganggaran. di
internal Instansi Pemerintah.

~Apakah sistemlayanan-manajemen penganggaran instansi.di-Kabupaten sumbawa

memiliki layanan kolaborasi.denganlayanan SPBE lain seperti berintegrasi dengan
layanan manajemen-perencanaan?

Jawab:

Belum, untuk saat-ini'sistem layanan ‘manajemen penganggaran 'masih-belum
berkolaborasi'dengan’layanan SPBE lainnya, atau/dengan‘SKPD:lain.

.“Apakah sistem layanan'manajemen penganggaran instansi di Kabupaten sumbawa

dapat ditingkatkan sesuai dengan lingkungan'dan kebutuhan kerja?
Jawab:

lya,. . layanan rmanajemen penganggaran, . Kabupaten; sumbawa  -dapat
ditingkatkan sesuai.dengan kebutuhan kerja dan lingkungannya.
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LAMPIRAN O'HASIL WAWANCARA DATAINDIKATOR 29
LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA'ASPEK 6 SPBE

Nama . : H. Dony Tri Wardana, ST.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Jabatan |- Kepala SeksiiPengelolaan Infrastruktur Teknologi Infarmatika
Diskominfotik-Kab. Sumbawa.

A
‘:?!

1.-Apakah instansi-pemerintahan Kabupaten 'sumbawa ~besar: ‘memiliki ' sistem
manadjemen keuangan?

Jawab:

lya, pada Kabupaten sumbawa layanan manajemen Keuangan menggunakan
aplikasi'yangbernama‘SIMRENDA.

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

2. Apakah sistem layanan manajemen.keuangan instansi di Kabupaten sumbawa
memiliki layanan informasi yang diberikan secara satu arah?

Jawab:
lya, namun sudah:lebihidari:satu arah:

3.-Apakah' sistem‘layanan ‘manajemenkeuangan’ instansi di ‘Kabupaten sumbawa
memiliki' layanan-interaksi ‘seperti ‘pencarian-informasi ‘terkait ‘data keuangan?
Jawab:

lya, pada pencarian lebih ‘bisa di spesifikan'berdasarkan kategori keuangan
yang-ingindicari.
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4. Apakah sistem layanan manajemen_keuangan instansi di Kabupaten sumbawa
memiliki sistem layanan transaksi seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan
validasi'keuangan?

2
£

Jawab:

lya, pada layanan-manajemen keuangan Kabupaten sumbawa sudah memiliki
sistem. seperti..mekanisme. persetujuan -dari-atasan. dan. validasi: keuangan. di
internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
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5.-Apakah; sistem layanan. manajemen:keuangan-instansi di-Kabupaten, sumbawa
memiliki sistem.layanan yang berkolaborasi _dengan layanan SPBE lain seperti
berintegrasi dengan-layanan manajemen kepegawaian?

Jawab:
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Belum, pada“saat ini' layanan ‘manajemen keuangan Kabupaten sumbawa
belumdapat-berkolaborasiidengan layanan'SPBE lain atau:dengan SKPD lainnya di
Kabupaten sumbawa.

)
2

6. Apakah' sistem layanan ‘manajemen keuangan' instansi ‘di ‘Kabupaten sumbawa
dapatiditingkatkan sesuai'dengan kondisilingkungan dan‘kebutuhan'kerja?

Jawab:

lya; layanan manajemen keuangna Kabupaten sumbawa dapat ditingkatkan
sesuai dengan kebutuhan kerja dan lingkunganya.
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LAMPIRAN R'HASIL WAWANCARA DATA INDIKATOR 30

<
>
<
e
= ; LAYANAN MANAJEMEN KINERJA'PADA ASPEK 6 SPBE
g < Nama . .: Heri Kusmanto, S. Sos.
g % Jabatan ' Kepala Seksi’Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informatika
Diskominfotik-Kab. Sumbawa.
\ 1. Apakah instansi-pemerintahan-Kabupaten sumbawa memiliki sistem manajemen
kinerja?
Jawab:

lya, pada Kabupaten sumbawa layanan manajemen kinerja _menggunakan
aplikasi‘e-sakip.
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2. Apakah sistem layanan manajemen kinerja instansi di_Kabupaten sumbawa
memiliki sistem layanan informasi satu arah?

Jawab:
lya,'namun:saat inilayananiyang.diberikan sudah lebih dariisatu/arah

3.-Apakah' sistem*layanan ‘manajemen kinerja-instansi ‘di’ Kabupaten 'sumbawa
memiliki'sistem-layanan‘interaksi seperti‘pencarian-informasi'dan pengunggahan
data kemajuan kinerja?

Jawab:
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lya, padalayanan manajemen kinerja Kabupaten sumbawa memiliki layanan
tersebut.

2
£

4. Apakah: sistem..layanan. manajemen. kinerja-instansi. di-Kabupaten, sumbawa
memiliki sistem layanan transaksi seperti persetujuan kinerja.unit organisasi dari
atasan dan validasi kinerja?

Jawab:

lya,'saat ini'layanan'manajemen kinerja Kabupaten‘sumbawa sudah sampai
pada layanan: mekanisme  persetujuan kinerjarunit organisasi-dari :atasan /dan
validasi kinerja di-internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
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5.-Apakah; sistem-layanan. manajemen kinerja- instansi. di-Kabupaten, sumbawa
memiliki sistem.layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lain seperti berintegrasi
dengan layanan penganggaran?

Jawab:
Belum, untuk.saat.ini layanan manajemen kinerja Kabupaten sumbawa.belum
dapat berkolaborasi-dengan layanan SPBE yang lain.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS
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6. -Apakah sistemlayanan-manajemen kinerjasinstansi di-Kabupaten.sumbawa dapat
ditingkatkan.sesuaidengan lingkungan.dan kebutuhan instansi?

Jawab:
lya, layanan: manajemen kinerja-Kabupaten sumbawa dapat:ditingkatkan
sesuai-dengna lingktingan dan kebutuhan kerjanya.
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LAMPIRAN U HASIL WAWANCARA DATAINDIKATOR 31
LAYANAN PENGADAAN'PADA ASPEK6' SPBE
Nama . : R. Rudi Yulianto, SE, M.Sc., MAP

Jabatan |- Kepala Seksi'Aplikasi-dan Tata Kelola.E-Gevernment-Diskominfotik Kab.
Sumbawa.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

A
‘:?!

1. Apakah instansi:pemerintahan:Kabupaten sumbawa memiliki-sistem-pengadaan
secaraelektronik?

Jawab:

lya, pada Kabupaten sumbawa layanan pengadaan menggunakan -aplikasi
LPSE:

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

2. Apakah sistem layanan pengadaan.instansi di Kabupaten. sumbawa memiliki
sistem layanan informasi satu arah?

Jawab:
lya, namun:saatiiniilayanan pengadaan sudah lebih dari-satu-arah.

3.-Apakah' sistem*layanan' ‘pengadaan ‘instansi-di’ Kabupaten 'sumbawa ‘memiliki
sistem layanan interaksi seperti' pencarian informasi terkait pengadaan?

Jawab:

lya,. layanan_manajemen, pengadaan. Kabupaten sumbawa. sudah. memiliki
layanan tersebut.
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~Apakah:sistemlayanan pengadaan: instansi-di ;Kabupaten:isumbawa: memiliki
sistem-layanan transaksi seperti mekanisme; persetujuan dan.validasi. pada alur
proses pengadaan?

e
77
D

Jawab:

lya, sampai 'saat ini'layanan pengadaan Kabupaten ‘sumbawa-sudah sampai
padatahap'layanan seperti'méekanisme persetujuan dan'validasi-pada-alur proses
pengadaan, verifikasi penyedia.
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5.-Apakah; sistem -layanan . pengadaan: instansi -di [Kabupaten sumbawa. memiliki
sistem layanan kolaborasi;dengan layanan SPBE lain seperti berintegrasi: dengan
layanan keuangan?

Jawab:

BRAWIJAYA
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Belum, untuk saat ini'layanan pengadaan Kabupaten sumbawa belum dapat
berkolaborasi dengan’layanan SPBE lain.

)
2

6.-Apakah’ sistem“layanan' ‘pengadaan “instansi-di’ Kabupaten 'sumbawa ‘memiliki
sistem yang dapat ditingkatkan sesuai dengan lingkungan‘dan kebutuhan'instansi?

Jawab:

lya,. layanan_pengadaan Kabupaten sumbawa, dapat di_ tingkatkan sesuai
dengan lingkungan dan kebutuhan kerjanya.
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LAMPIRAN A HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE: INDIKATOR 25

LAYANAN NASKAH DINAS

Domain 3

Layanan SPBE | Aspek 6 Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator
25

Layanan Pertanyaan | Apakah Instansi Saudara memiliki
Naskah Dinas system naskah dinas elektronik?

Pilihan
Saudara

Level O

Tidak:terdapat system naskah-dinas.

Level 1

Sistem ' 'NaskahDinas. Elektronik “hanya ‘menyediakan- diseminasi
(penyebaran satu' arah) informasi' 'seperti ‘surat “undangan, surat
disposisi;, dan'surat resmi.

Level 2

Sistem Naskah Dinas- Elektronik ‘menyediakan layanan” interaksi
seperti pencarian informasi, pengiriman (unggah) e-dokumen;'dan
penerimaan “(unduh)' 'e-dokumen''seperti surat ‘undangan,’ surat
disposisi, dansurat resmi.

Level 3

Sistem Naskah " Dinas - Elektronik” Menyediakan ‘layanan Transaksi
dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen 'dan memasukkan
informasi’' ke “dalam ‘system, dan’system dapat merespon kepada
pengguna‘ seperti’| mekanisme: persetujuan, 'penyematan: tanda
tangan digital 'dan pengiriman-e-dokumen ke tujuan ‘penerima: di
internal Instansi-pusat/ pemerintah daerah.

Level 4

Sistem ' naskah ‘dinas' elektronik menyediakan 'layanan' kolaborasi
dimana layanan: persuratan diintegrasikan dengan ‘suatu layanan
SPBE . 'misalnya / layanan - :manajemen | ' 'kepegawaian -/ atau
diintegrasikan dengan SPBE instansi-pemerintah lain.

Level 5

Sistem ! Naskah ‘Dinas' Elektronik ‘dapat terus’'ditingkatkan ‘dengan
menyesuaikan’ ‘terhadap perubahan' lingkungan, teknologi dan
kebutuhan.

Penjelasan:

Data Pendukung :
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Penjelasan Indikator-:

a) Naskah Dinas adalah'informasi tertulis sebagai alat komunikasi: kedinasan yang
dibuat dan diterima’oleh pejabat yang berwenang di lingkungan-Instansi:Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
danpembangunan;

b) Layanan Naskah Dinas merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat
dalam-pengelolaan naskah dinas;

c) Sistem Naskah ‘Dinas ‘Elektronik dimaksud 'adalah-suatu'layanan-naskah dinas
berbasis elektronik.

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level 0 = Instansi‘Pusat/Pemerintah Daerah belum 'memiliki sistem naskah dinas.

Level 1. = Instansi 'Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki-sistem naskah’dinas
yang: menyediakan'layanan diseminasi informasi'yang:bersifat/satul arah ke
pengguna- layanan, misalnya ~informasi;tentang surat undangan,- surat
disposisi; danisurat: resmi.

Level 2. = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki-sistem naskah'dinas
elektronik: menyediakan-:layanan interaksi ' seperti  ‘pencarian:informasi,
pengiriman- (unggah) e-dokumen; dan - penerimaan-(unduh) -e-dokumen
berupa-surat undangan, surat disposisi, dan surat.resmi.

Level'3 = InstansiPusat/Pemerintah Daerah memiliki sistem naskah dinas elektronik
yang:menyediakan/layanan transaksicdimana pengguna dapat mengunggah
e-dokumen-dan- memasukkan data/informasi ke .dalam: sistem,-dan sistem
dapat--merespon . kepada pengguna; seperti.;mekanisme: persetujuan,
penyematan tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan
penerima di lingkunganinternal.

Level 4= Instansi:Pusat/Pemerintah Daerah memiliki sistem naskah-dinas elektronik
yang. menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan_ persuratan sudah
dapat berkolaborasi dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Level 5 '= Instansi Pusat/Pemerintah Daerah-sudah memiliki-sistem:naskah-dinas
elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan.terhadap
perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
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Data pendukung rdapat ' berupa :dokumen . penggunaan.. aplikasi;-screenshot
layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan, bukti- terkait
l[ainnya. Apabila lebih _dari satu file, maka nama-file ditambahkan huruf-seperti
indikator25a.pdf, indikator25b.pdf, indikator25c.pdf, dan seterusnya.
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LAMPIRAN:D HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE: INDIKATOR 26
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£ ; LAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
§ < Domain 3 | Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi
> oc Pemerintahan Berbasis Elektronik
>0 Pilihan
- Indikator | Layanan Pertanyaan | Apakah Instansi Saudara memiliki | sjudara
= 26 Manajamen system manajemen kepegawaian?

Kepegawaian

Level O Tidak terdapat sistem manajemen kepegawaian.

Level'l Sistem 'Manajemen 'Kepegawaian menyediakan' diseminasi’ (penyebaran
satuarah) seperti‘informasi nomor ID-pegawai, riwayat jabatan; riwayat
Pendidikan, danlain sebagainya.

Level 2 Sistem Manajemen Kepegawaian -menyediakan layanan interaksi seperti
mencari informasi' 'kepegawaian-dan- mengunduh“dokumen-'data diri
pegawai.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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Level 3 Sistem manajemen kepegawaian menyediakan‘layanan transaksi'dimana
pengguna dapat mengunduh atau- mengunggah informasi, 'dan ‘sistem
dapat™ ‘memberikan' ' respon ‘kepada ' ‘pengguna‘’‘seperti: ‘mekanisme
persetujuan kenaikan/ pangkat, pengajuanicuti, dokumen pegawai; dan lain
sebagainya.
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Level 4 Sistem Manajemen Kepegawaian-menyediakan-layanankolaborasi‘dimana
layanan “kepegawaian diintegrasikan’‘dengan'suatu ' layanan=SPBE lain
sepertilayanan disposisi.dan korespondensi atau diintegrasikan dengan
layanan SPBE-lain-seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN).

4

Level 5 Sistem'' ‘manajemen’ ' kepegwaian dapat ' terus' ‘ditingkatkan “‘dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi-dan-kebutuhan
instansi.

Penjelasan':

Data Pendukung :
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Penjelasan Indikator-:

a) Manajemen - Kepegawaianadalah <serangkaian 'proses' ‘untuk ~menghasilkan
pengelolaan kepegawaian/PNSyang efektif, efisien, dan/berkesinambungan serta
berkualitas.

b) Layanan' “Manajemen 'Kepegawaian- merupakan ' tugas:'atau - fungsi- yang
memberikan-manfaat dalam manajemen kepegawaian/PNS untuk Instansi'Pusat
dan/atau Pemerintah/Daerah

c) Sistem ' Manajemen-Kepegawaian dimaksud ‘adalah’ suatu-layanan' manajemen
kepegawaianyang berbasis:elektronik:

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level 0-='Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum-memiliki' sistem' manajemen
kepegawaian.

Level 1 = Instansi'Pusat/Pemerintah Daerah sudah _memiliki sistem’ manajemen
kepegawaian yang menyediakan-layanan diseminasi informasi yang bersifat
satu-arah- kel “pengguna-layanan-seperti-informasi-nomor -NIP. . pegawai,
riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan.sebagainya.

Level 2. = Instansi Pusat/Pemerintah- Daerah. sudah memiliki Sistem Informasi
Kepegawaian namun belum dapat mencatat kinerja pegawai.

Level. 3= Instansi.Pusat/PemerintahDaerah: sudah -memiliki-Sistem, Informasi
Kepegawaian yang dapat. memberikan layanan transaksi seperti. mekanisme
persetujuan kenaikan pangkat, proses pengajuan cuti, dan sebagainya.

Level 4 ‘= Instansi, Pusat/Pemerintah ‘:Daerah sudah memiliki: sistem;manajemen
kepegawaian myang:: menyediakan - layanan kolaborasi...dimana.:: Sistem
Informasi_Kepegawaian sudah dapat. berkolaborasi/terintegrasi -dengan
sistem keuangan, naskah dinas.elektronik, dan sebagainya.

Level. 5 = Instansi- Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki-sistem=manajemen
kepegawaian: .yang ~dapat ditingkatkan/dikembangkan. menyesuaikan
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
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Data - pendukung rdapat:  berupa /dokumen - penggunaan.. aplikasi,-screenshot
layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan, bukti- terkait
l[ainnya. Apabila lebih _dari satu file, maka namafile ditambahkan huruf-seperti
indikator26a.pdf, indikator26b.pdf, indikator26c.pdf, dan seterusnya.

82



REPOSITORY.UB.AC.ID |

LAMPIRAN:H HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE: INDIKATOR 27

<
=
<L
Q=
£ ; LAYANAN MANAJEMEN PERENCANAAN
o
L < Domain 3 | Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi
> oc Pemerintahan Berbasis Elektronik
>0 Pilihan
- Indikator | Layanan Pertanyaan Apakah Instansi Saudara memiliki | gaudara
= 27 Manajamen system manajemen perencanaan?
Perencanaan

Level O Tidak terdapat sistem manajemen perencanaan.

Level'l Sistem' ‘'manajemen ‘perencanaan - menyediakan' diseminasi- (penyebaran
satu'arah) seperti’informasi’jumlah anggaran,yang tersedia.

Level 2 Sistem’ 'manajemen perencanaan menyediakan layanan interaksi seperti
mencari - informasi ' ‘'dan’ ‘mengunduh’’' dokumen' " terkait “perencanaan
kegiatan.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

i

Level 3 Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan transaksi dimana
pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan
kegiatan,; dansistem'dapat merespon kepadapengguna sepertimekanisme
persetujuan’ dan’ “validasi-' perencanaan ' kegiatan’'“di- internal “instansi
pusat/pemerintah daerah:

Level 4 Sistem manajemen perencanaan ‘menyediakan layahan kolaborasi'dimana
layanan perencanaan diintegrasikan-dengan suatu layanan‘sepertilayanan
manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan-dan lain'sebagainya
atau diintegrasikan:dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.
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Level 5 Sistem’' manajemen ' perencanaan dapat ‘terus “ditingkatkan “ dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan; teknologi‘dan-kebutuhan
instansi.

Penjelasan’:

Data Pendukung :

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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Penjelasan Indikator-:

a) Manajemen - Perencanaan —adalah <serangkaian proses' ‘untuk ~“menghasilkan
pengelolaanperencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel:

b) Layanan' Manajemen~ ‘Perencanaan - -merupakan- tugas atau - fungsi- yang
memberikan-manfaat ‘dalam pengelolaan perencanaan Instansi: Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah.

c)-Sistem Manajemen-Perencanaan dimaksud-adalah suatu-layanan manajemen
perencanaan berbasis elektronik.

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level O = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum-memiliki sistem manajemen
perencanaan.

Level 1 ='Instansi'Pusat/Pemerintah Daerah sudah -memiliki' sistem’ manajemen
perencanaan yang menyediakan-layanan diseminasi:informasi yang bersifat
satu-arah kepada:pengguna layanan seperti informasi:jumlah perencanaan
kegiatan yang tersedia.

Level 2 = Instansi. Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki: sistem.manajemen
perencanaan yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi
dan mengunduh e-dokumen terkait perencanaan kegiatan.

Level 3 '=:Instansi. Pusat/Pemerintah :Daerah sudah memiliki; sistem,  manajemen
perencanaan yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat
mengunduh atau mengunggah. informasi penganggaran, dan,sistem dapat
merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan ‘validasi
perencanaan kegiatan.

Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah layanan perencanaan yang dapat
berkolaborasi.dengan aplikasi keuangan dan penilaian kinerja Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah atau aplikasi e-performance based budgeting.

Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen
perencanaan —yang “dapat ' ditingkatkan/dikembangkan’ ‘menyesuaikan
terhadap perubahan lingkungan; teknologi'dan kebutuhan'instansi.
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Data - pendukung rdapat: berupa /dokumen - penggunaan.. aplikasi, -screenshot
layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan, bukti- terkait
l[ainnya. Apabila lebih _dari satu file, maka namafile ditambahkan huruf-seperti
indikator27a.pdf, indikator27b.pdf, indikator27c.pdf, dan seterusnya.
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LAMPIRAN: K-HASIL EVALUASILAYANAN SPBE:INDIKATOR 28

<
=
<L
o
£ ; LAYANAN MANAJEMEN PENGANGGARAN
o
L < Domain 3 | Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi
> o Pemerintahan Berbasis Elektronik
>0 Pilihan
- Indikator | Layanan Pertanyaan Apakabh Instansi Saudara memiliki | audara
= 28 Manajamen system manajemen
Penganggaran penganggaran?

Level O Tidak terdapat sistem manajemen penganggaran.

Level'l Sistem manajemen ‘penganggaran menyediakan diseminasi’ (penyebaran
satu'arah) seperti’informasi'jumlah anggaran,yang tersedia.

Level 2 Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan interaksi seperti
mencari informasi'dan mengunduh dokumen terkait penganggaran.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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Level 3 Sistem manajemen penganggaran menyediakan, layanan transaksi dimana
pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran,
dan sistem “dapat 'merespon ‘kepada ‘pengguna ‘seperti mekanisme
persetujuan dan-validasi'penganggaran-diinternal instansi pemerintah:

Level 4 Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan . kolaborasi
dimana layanan penganggaran diintegrasikan'dengan suatu layanan seperti
layanan ‘manajemen’ pegawai, layanan ‘manajemen’ keuangan ‘dan’ lain
sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah
lain'seperti kementrian keuangan:
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Level 5 Sistem  manajemen penganggaran dapat - terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan-lingkungan; teknologi‘dan-kebutuhan
instansi.

Penjelasan:

Data-Pendukung :

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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Penjelasan Indikator-:

a) ' Manajemen ' Penganggaran' adalah ‘serangkaian proses “untuk “menghasilkan
pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel:

b) ' Layanan Manajemen ' ‘Penganggaran- ‘merupakan ‘tugas 'atau- fungsi- yang
memberikan 'manfaat''dalam  pengelolaan' anggaran' Instansi-Pusat' 'dan/atau
Pemerintah Daerah.

c)- Sistem Manajemen Penganggaran dimaksud-adalah suatu’'layanan manajemen
penganggaran berbasis elektronik.

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level O

Level 1

Level. 2

Level, 3

Level 4

Level 5

= Instansi Pusat/Pemerintah Daerah’ belum memiliki sistem manajemen
penganggaran.

='Instansi’ Pusat/Pemerintah Daerah sudah -memiliki' sistem’ manajemen
penganggaran:yang ‘menyediakan’ layanan_ diseminasi~informasi'yang
bersifat 'satu -arah kepada pengguna dayanan seperti-informasijumlah
anggaran yang:tersedia.

= Instansi. Pusat/Pemerintah :Daerah sudah memiliki: sistem manajemen
penganggaran- yang . menyediakan _layanan, interaksi  seperti. mencari
informasi, mengunduh e-dokumen terkait penganggaran, dan memasukkan
usulan-anggaran.

= Instansi. Pusat/Pemerintah -Daerah sudah memiliki: sistem_manajemen
penganggaranyang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat
mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan. sistem dapat
merespon kepada pengguna seperti mekanisme ‘persetujuan dan validasi
penganggaran, serta analisis anggaran.

= Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan_penganggaran

yang dapat berkolaborasi dengan, misalnya, aplikasi perencanaan’ dan
penilaian kinerja‘Instansi-Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

= Instansi_Pusat/Pemerintah -Daerah sudah memiliki sistem_manajemen
penganggaran. yang dapat _ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan
terhadap perubahan-lingkungan, teknologi-dan kebutuhan'instansi.
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Data - pendukung rdapat: berupa /dokumen - penggunaan.. aplikasi, -screenshot
layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan, bukti- terkait
l[ainnya. Apabila lebih _dari satu file, maka namafile ditambahkan huruf-seperti
indikator28a.pdf, indikator28b.pdf, indikator28c.pdf, dan seterusnya.
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LAMPIRAN:N HASIL EVALUASIELAYANAN SPBE INDIKATOR 29
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£ ; LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN
o
L < Domain 3 | Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi
500 Pemerintahan Berbasis Elektronik
>0 Pilihan
- Indikator | Layanan Pertanyaan Apakah Instansi Saudara memiliki | gaudara
= 29 Manajamen system manajemen keuangan?
Keuangan

Level O Tidak terdapat sistem manajemen keuangan.

Level'l Sistem 'manajemen ‘keuagan menyediakan diseminasi-(penyebaran' satu
arah) sepertiinformasi administrasi’ketangan.

Level 2 Sistem’ manajemen ‘keuangan menyediakan “layanan interaksi” seperti
mencari - informasi, ' 'mengunduh - dokumen terkait” 'keuangan, ''dan
memasukkan-data keuangan.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

i

Level 3 Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana
pengguna ‘“dapat“ mengunduh ‘atau” mengunggah ‘informasi- terkait
keuangan, “dan- sistem . dapat * ' merespon. kepada' pengguna“ seperti
mekanisme - ‘persetujuan dari atasan dan’'validasi'keuangan di“internal
instansi pusat/pemerintah daerah:.

Level 4 Sistem manajemen ‘'keuangan menyediakan layanan kolaborasi 'dimana
layanan ‘keuangan-diintegrasikan-dengan-suatu' layanan'seperti-layanan
manajemen kepegawaian, layanan'-manajemen penganggaran danlayanan
kinerja | elektronik atau ' diintegrasikan' ' dengan ' layanan SPBE ~instansi
pemerintah-lain seperti kkementrian'keuangan.
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Level 5 Sistem ' “manajemen’ ' keuangan  dapat-'terus ' ditingkatkan “~‘dengan
menyesuaikan terhadap'perubahan lingkungan, teknologi-dan kebutuhan
instansi.

Penjelasan':

Data Pendukung :

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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Penjelasan Indikator-:

a) 'Manajemen ' Keuangan'' adalah serangkaian. proses ' untuk ~menghasilkan
pengelolaan keuangan yang efektif; efisien, dan akuntabel:

b) ' Layanan-Manajemen Keuangan merupakan tugas-atau fungsi-yang memberikan
manfaat'dalam pengelolaan keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

c)  Sistem Manajemen Keuangan dimaksud adalah suatu layanan manajemen
keuangan 'berbasis-elektronik:

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level O

Level 1

Level, 2

Level 3

= Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen
keuangan.

='Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah-memiliki' sistem' manajemen
keuanganyang menyediakan layanan-diseminasiinformasi bersifat satu.arah
kepada:pengguna layanan sepertiiinformasi administrasi-‘keuangan; laporan
keuangan.

= Instansi, Pusat/Pemerintah 'Daerah. sudah memiliki:sistem manajemen
keuangan.yang.menyediakan:layanan interaksi seperti mencari informasi
dan mengunduh_e-dokumen terkait_administrasi keuangan,,memasukkan
data keuangan, dan informasi dashboard.

= Instansi. Pusat/Pemerintah ‘Daerah sudah memiliki: sistem -manajemen
keuangan.yang. menyediakan-layanan: transaksi. dimana pengguna dapat
mengunduh atau mengunggah informasi keuangan, dan.sistem dapat
merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan ‘validasi
keuangan, dan’analisis keuangan.

Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan keuangan yang

Level 5

dapat berkolaborasi dengan aplikasi layanan lain seperti layanan pengadaan
barang/jasa atau aplikasi Barang Milik Negara.

= Instansi. Pusat/Pemerintah -Daerah sudah memiliki: sistem manajemen
keuangan yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
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Data - pendukung rdapat:  berupa :dokumen penggunaan.. aplikasi, -screenshot
layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan, bukti- terkait
l[ainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama-file ditambahkan huruf-seperti
indikator29a.pdf, indikator29b.pdf, indikator29c.pdf, dan seterusnya.
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LAMPIRAN Q HASIL EVALUASELAYANAN SPBE INDIKATOR 30

<
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£ ; LAYANAN ‘MANAJEMEN KINERJA
o
L < Domain 3 | Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi
500 Pemerintahan Berbasis Elektronik
>0 Pilihan
- Indikator | Layanan Pertanyaan Apakah Instansi Saudara memiliki | gaudara
= 30 Manajamen system manajemen kinerja?
Kinerja

Level O Tidak terdapat sistem manajemen kinerja.

Level'l Sistem' 'manajemenkinerja menyediakan 'diseminasi (penyebaran’ satu
arah) sepertiindikator dan-target kinerja.

Level 2 Sistem manajemen kinerja'menyediakan layanan interaksi seperti mencari
informasi dan ‘mengunggah kemajuan kinerja 'dan menampilkan' rasio
(persentasi) kemajuan kinerja.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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Level 3 Sistem manajemen kinerja menyediakan’ layanan ‘transaksi dimana
pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja,
dan “sistem -dapat ' merespon’ ‘kepada ‘‘pengguna “seperti ‘mekanisme
persetujuankinerjunit organisasi-dari-atasan dan validasi kinerja'diinternal
instansi pusat/pemerintah daerah.

Level 4 Sistem’ ‘manajemen ’ kinerja menyediakan ‘layanan kolaborasi ' yang
diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti-layanan manajemen
penganggaran, layanan Monev, RKPD,'e-Musrembang, dan sebagainya.
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Level 5 Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan' menyesuaikan
terhadap perubahan lingkungan, teknologi‘dankebutuhan‘instansi.

Penjelasan :

Data Pendukung :

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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Penjelasan Indikator-:

a) Manajemen Kinerja-adalah serangkaian proses untuk memastikan bahwa sasaran
organisasitelah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif-dan efisien.

b) LayananManajemen Kinerja merupakan tugas' atau' fungsi yang memberikan
manfaat .dalam pencapaian sasaran Instansi Pusat/Pemerintah:Daerah:.

c) Sistem Manajemen Kinerja dimaksud adalah suatu layanan manajemen kinerja
berbasis elektronik.

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level O = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen
kinerja.

Level 1-='Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah-memiliki' sistem manajemen
kinerja yang menyediakan layanan‘diseminasi informasi-yang bersifat satu
arah seperti.indikator:dan target kinerja‘organisasi.

Level 2 '= Instansi; Pusat/Pemerintah ‘Daerah sudah memiliki sistem: manajemen
kinerja-yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari-informasi-dan
mengunggah ~kemajuan -kinerja, ..menampilkan:. rasio;; kemajuan .. kinerja,
menampilkan-dashboard kinerja.

Level 3 = Instansi; Pusat/Pemerintah Daerah sudahl memiliki sistem: manajemen
kinerja- yang -menyediakan layanan- transaksi,:idimana- pengguna -dapat
mengunduh atau mengunggah. informasi terkait kinerja, dan,sistem dapat
merespon kepada -pengguna. seperti mekanisme persetujuan - kinerja
organisasi dari atasan dan validasi kinerja.

Level 4 = Instansi. Pusat/Pemerintah Daerah.sudah memiliki layanan kinerja.yang
dapat. dapat -berkolaborasi dengan layanan SPBE lain_seperti aplikasi
perencanaan dan penganggaran Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Level. 5 =:Instansi, Pusat/Pemerintah ‘Daerah.:sudah memiliki: sistem manajemen
kinerja. yang rdapat; ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan .terhadap
perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
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Data - pendukung rdapat: berupa /dokumen - penggunaan.. aplikasi, -screenshot
layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan, bukti- terkait
l[ainnya. Apabila lebih _dari satu file, maka namafile ditambahkan huruf-seperti
indikator30a.pdf, indikator30b.pdf, indikator30c.pdf, dan seterusnya.
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LAMPIRAN: T:HASIL EVALUASI LAYANAN SPBE:INDIKATOR 31
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= g LAYANAN PENGADAAN
o
L < Domain 3 | Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi
500 Pemerintahan Berbasis Elektronik
>0 Pilihan
- Indikator | Layanan Pertanyaan Apakah Instansi Saudara memiliki | gaudara
= 31 Pengadaan sistem pengadaan secara
elektronik?

Level O Tidak terdapat sistem pengadaan secara elektronik.

Level'l Sistem pengadaan‘secara elektronik-menyediakan diseminasi (penyebaran
satu'arah) seperti’informasi'daftar-lelang barang dan{jasa yang dibutuhkan
oleh instansi.

Level 2 Sistem pengadaan-secara elekronik' menyediakan layanan‘interaksi seperti
mencari-'informasi, " 'mengundub’ ‘dan - “mengunggah ' 'dokumen, ' dan
memasukkan-data‘terkait pengadaan:

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

i

Level 3 Sistem ' pengadaan ‘secara elektronik” menyediakan ‘layanan  transaksi
dimana pengguna dapat mengunduh-atau 'mengunggah informasi terkait
pengadaan,’‘dan’ ‘sistem, ‘dapat.-“meérespon,’ kepada' pengguna 'seperti
mekanisme:persetujuan-dan validasi pada alur proses:pengadaan; verifikasi
penyedia,
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Level 4 Sistem 'pengadaan 'secara- elektronik “menyediakan-‘layanan-—kolaborasi
dimana layanan-pengadaan secara elektronik diintegrasikan-:dengan‘suatu
layanan seperti layanan-manajemen penganggaran dan-layanan keuangan
atau diintegrasikan:dengan-layanan:SPBE instansi pemerintah lainnya.

4

Level 5 Sistem' ‘pengadaan secaraelektronik -dapat terus’ ‘ditingkatkan-dengan
menyesuaikan terhadao’perubahan lingkungan, teknologi-dan kebutuhan
instansi.

Penjelasan':

Data Pendukung :

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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Penjelasan Indikator-:

a) Pengadaan'adalah serangkaian proses pemenuhan atau penyediaan kebutuhan
dan pasokan-barang’atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung-untuk
memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

b) Layanan Pengadaan merupakan tugas atau fungsi 'yang memberikan 'manfaat
dalam pengadaan barang dan jasa Instansi Pusat .dan/atau Pemerintah Daerah:

c)-Sistem Pengadaan Secara Elektronik dimaksud-adalah Layanan‘Pengadaan Secara
Elektronik-(LPSE) yang memenuhi prinsip pengadaan barang danjasa pemerintah.

Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:

Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem pengadaan'secara
elektronik.

Level 1 =/Instansi Pusat/Pemerintah Daerah'sudah' memiliki sistem pengadaan‘secara
elektronik yang ‘menyediakan- layanandiseminasi/penyebaran: satuarah
informasi:seperti-informasi daftarilelang barang dan jasa.yang dibutuhkan.

Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara
elektronik.yang.-menyediakan:layanan interaksi. seperti: mencari informasi,
mengunduh dan mengunggah-dokumen terkait pengadaan.

Level 3 = /Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;sudah memiliki sistem pengadaan secara
elektronik. yang menyediakan_layanan; transaksi. dimana -pengguna-dapat
mengunduh atau, mengunggah informasi. terkait. pengadaan, dan. sistem
dapat merespon kepada pengguna seperti. mekanisme persetujuan dan
validasi pada alur proses pengadaan.

Level 4 = Instansi. Pusat/Pemerintah Daerah. sudah; memiliki :layanan pengadaan
sudah dapat diintegrasikan secara horizontal ke layanan SPBE lainnya seperti
layanan. manajemen penganggaran atau diintegrasikan dengan layanan
SPBE instansi pemerintah lainnya.

Level 5 = Instansi.Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara
elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan.instansi.
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Data - pendukung rdapat: berupa :dokumen . penggunaan.. aplikasi; -screenshot
layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan, bukti- terkait
l[ainnya. Apabila lebih _dari satu file, maka nama-file ditambahkan huruf-seperti
indikator31a.pdf, indikator31b.pdf, indikator31c.pdf, dan seterusnya.
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